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Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengkaji pelaksanaan Peraturan Bupati 
Nomor 67 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Pelayanan Puskesmas bagi 
Masyarakat Miskin di Kabupaten Tegal, (2) untuk mengalisis kendala-kendala 
dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2020.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) data-
data atau bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian berasal dari 
kepustakaan baik berupa buku jurnal, literature, buku, laporan penelitian, dan lain 
sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan. Pengumpulan data diperoleh 
dari bahan hukum sekunder. Pendekatan yuridis normatif yakni pendekatan yang 
dilakukan dalam bentuk mencari kebenaran mengenai Penerapan Sistem Peraturan 
Bupati Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Jenis dan Tarif Pelayanan Puskesmas di 
Kabupaten Tegal bagi Masyarakat Miskin.  
Hasil penelitian, (1) Pelaksanaan peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2020 
tentang Jenis dan Tarif Pelayanan Puskesmas bagi Masyarakat Miskin di 
Kabupaten Tegal Peran Puskemas Balapulang dalam Pelayanan Keluarga Miskin 
dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal dilihat dari Pembangunan 
Kesehatan ada yang belum sesuai dengan Asas-asas Pembangunan Kesehatan. 
Hal itu dikarenakan masih belum optimalnya pelayanan yang diberikan kepada 
masyakat dengan petugas kesehatan yang masih kurang. Atas dasar hal tersebut 
Peran Puskesmas Balapulang dalam Pelayanan keluarga miskin kurang 
maksimal. (2) Kendala yang dihadapi UPT Puskesmas Balapulang dalam 
pelayanan keluarga miskin yaitu Petugas Puskesmas mengalami kesulitan pada 
penanganan persyaratan rujukan bagi KK miskin yang tidak memiliki Jamkesmas 
dan Jamkesda. Karena dalam membuat persyaratan rujukan, petugas Puskesmas 
harus menjalankan prosedur yang berlaku dari Dinas Kesehatan setempat. Selain 
itu kendala lain yang dihadapi yaitu kondisi kesehatan keluarga miskin di wilayah 
kecamatan Balapulang masih cenderung rendah, serta pola hidup yang tidak 
teratur dan kurang sadar akan kesehatan, serta kondisi lingkungan fisik keluarga 
miskin yang terkesan kumuh dan menjadikan kondisi keluarga miskin rentang 
terhadap penyakit. Solusi yang dilakukan Puskesmas Balapulang dalam Pelayanan 
Kesehatan Keluarga Miskin agar berjalan dengan baik maka Pemerintah wilayah 
Kecamatan Balapulang melalui kader-kader kesehatan dengan rutin Melakukan 
pengamatan dan pencacatan kesehatan setiap satu bulan sekali. Selain itu kader 
kesehatan Pemerintah wilayah Kecamatan Balapulang membentuk forum 
kesehatan desa (FKD) yang diketuai oleh tokoh masyarakat setempat.  





This study aims (1) to review the implementation of Regent Regulation No. 
67 of 2020 concerning Types and Tariffs of Puskesmas Services for The Poor in 
Tegal Regency, (2) to write down the constraints in the implementation of Regent 
Regulation No. 67 of 2020.  
This type of research is a library research data or materials needed to 
complete research derived from literature either in the form of journals, literature, 
books, research reports, and so on related to problems. Data collection is obtained 
from secondary legal materials. Normative juridical approach is an approach that 
is done in the form of seeking the truth about the Application of Regent 
Regulation System No. 67 of 2020 concerning Types and Tariffs of Puskesmas 
Services in Tegal Regency for the Poor.  
The results of the study, (1) Implementation of Regent Regulation No. 67 of 
2020 concerning Types and Rates of Puskesmas Services for The Poor in Tegal 
Regency The Role of Puskemas Balapulang in The Service of Poor Families with 
the application of Minimum Service Standards seen from Health Development 
there are not yet in accordance with the Principles of Health Development. That is 
because there is still no optimal service provided to the community with health 
workers who are still lacking. On the basis of this, the role of Puskesmas 
Balapulang in the service of poor families is less than maximum. . (2) The 
obstacles faced by UPT Puskesmas Balapulang in the service of poor families, 
namely puskesmas officers have difficulty in handling referral requirements for 
poor families who do not have jamkesmas and jamkesda. Because in making 
referral requirements, puskesmas officers must carry out the applicable procedures 
from the local Health Office. In addition, other obstacles faced are the health 
condition of poor families in the district of Balapulang still tends to be low, as 
well as irregular lifestyles and less aware of health, as well as the physical 
environment conditions of poor families who seem rundown and make the 
condition of poor families range against disease. The solution carried out by 
Puskesmas Balapulang in the Health Service of Poor Families to run well, the 
Government of Balapulang Subdistrict through health cadres routinely conducts 
observations and health disrecorations once a month. In addition, the health cadres 
of the Regional Government of Balapulang Subdistrict formed a village health 
forum (FKD) chaired by local community leaders  
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A. Latar Belakang Masalah 
Di iIndonesia, icita-cita ipembentukan iNegara idikenal idengan i stilah itujuan 
inasional iyang itertuang idalam ialinea ikeempat iPembukaan iUndang iUndang iDasar 
i1945.1 iTujuan inasional iyang idimaksudkan iyakni itujuan ididirikannya inegara 
iRepublik iIndonesia, iadalah iuntuk imewujudkan ikesejahteraan iumum idan 
ikeadilan isosial ibagi iseluruh irakyat iIndonesia. iAdapun iesensi itujuan iNegara iyang 
itertera idalam ialinea ikeempat iPembukaan iUndang iUndang iDasar iNegara 
iRepublik iIndonesia iTahun i1945 i(selanjutnya idisingkat iUUD iNRI i1945), iyakni 
i(1) imelindungi isegenap ibangsa iIndonesia idan iseluruh itumpah idarah iIndonesia; 
i(2) imemajukan ikesejahteraan iumum; i(3) imencerdaskan ikehidupan ibangsa; idan 
i(4) i kut imelaksanakan iketertiban idunia iyang iberdasarkan ikemerdekaan, 
iperdamaian iabadi idan ikeadilan isosial.2 iJika imencermati itujuan inasional itersebut 
isesungguhnya idijiwai ioleh isila-sila iPancasila isebagai idasar inegara, ikhususnya 
isila ikelima idan ikedua iyaitu i"keadilan isosial ibagi iseluruh irakyat iIndonesia" idan 
i"kemanusiaan iyang iadil idan iberadab". i 
Sila ikelima iPancasila i tu imencerminkan ibahwa iIndonesia iadalah inegara 
ikesejahteraan iyang ibercita-cita iuntuk imewujudkan ikesejahteraan iumum. iDi 
isamping i tu, idi idalam iPancasila i tu ijuga isudah iterkandung ijaminan iakan ihak 
iasasi imanusia i(HAM) ikhususnya iuntuk idiperlakukan isecara iadil idan imanusiawi 
                                                          
1 Alwi Wahyudi. Hukum Tata Negara Indonesia dalam Perspektif Pancasila Pasca 
Reformasi. Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2012, hlm.259 
2 Ahmad Redi. Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jakarta: Sinar 




i(beradab) iatau iyang idikenal idengan isila ikedua iPancasila iyaitu i"Kemanusiaan 
iyang iadil idan iberadab". iSiswono iYudo iHusodo imenyatakan i"negara ikita 
ididesain isebagai iNegara iKesejahteraan i(welfare istate), iyang iberdasarkan 
idefinisi isingkat iadalah isuatu inegara, idimana ipemerintahan inegara idianggap 
ibertanggung ijawab imenjamin istandar ikesejahteraan ihidup iminimum ibagi isetiap 
iwarga inegaranya"3. i 
Kesejahteraan idalam iarti ikata iadalah ihal iatau ikeadaan isejahtera, 
ikeselamatan idan iketentraman, iatau ikemakmuran.4 iSalah isatu ihak iwarga iNegara 
iuntuk imemperoleh ikesejahteraan itersebut iadalah ikesejahteraan idalam ibidang 
ikesehatan. iHal i ni isebagaimana idisebutkan idalam iUndang-Undang iDasar 
iNegara iRepblik iIndonesia iNomor i36 iTahun i2009 itentang iKesehatan, ipasal i5 
iayat i(1) imenegaskan ibahwa isetiap iorang imempunyai ihak iyang isama idalam 
imemperoleh iakses iatas isumber idaya idi ibidang ikesehatan. iDan ipada iayat i(2) 
imenegaskan ibahwa isetiap iorang imempunyai ihak idalam imemperoleh ipelayanan 
ikesehatan iyang iaman, ibermutu, idan iterjangkau. i 
Dalam iUndang-Undang iDasar iNegara iRepublik iIndonesia iNomor i36 
iTahun i2009 itelah iditegaskan ikembali ibahwa isetiap iorang iberhak iuntuk 
imendapatkan ipelayanan ikesehatan iyang iberkualitas idengan i ndikator iaman, 
ibermutu idan iterjangkau. iKualitas ipelayanan iyang ibaik imerupakan isuatu ihak 
iyang iharus idipenuhi ioleh iPemerintah ikepada imasyarakat ikarena ikesehatan 
imerupakan ikebutuhan idasar imasyarakat iuntuk idapat ihidup ilayak idan iproduktif. i 
                                                          
3 Dannawan Triwibowo dan Sugeng Bahagijo, Mimpi Negara Kesejahteraan, Jakarta: 
Pustaka LP3S Indonesia, 2006, hal. xv.  




Keputusan iMenteri iKesehatan iRepublik iIndonesia iNomor. i951/MenKes 
i/SK/VI/2000 iyaitu ibahwa i“Tujuan ipembangunan ikesehatan iadalah iuntuk 
imeningkatkan ikesadaran, ikemauan idan ikemampuan ihidup isehat ibagi isetiap 
iorang iagar iterwujud iderajat ikesehatan imasyarakat iyang ioptimal”. iPembangunan 
ikesehatan iyang idilakukan ioleh iPemerintah itidak ilain iuntuk imeningkatkan 
ikualitas ipelayanan iyang idiberikan ikepada imasyarakat. i 
Pelayanan ikesehatan imemang idiberikan iuntuk isemua ilapisan imasyarakat 
idengan ikualitas ipelayanan iyang ibaik, itetapi iperlunya iperhatian ikhusus ibagi 
imasyarakat imiskin imasih imenjadi isorotan iyang itidak idapat idihindari ioleh 
iPemerintah. iKemiskinan imerupakan ikenyataan isocial iyang itidak idapat 
idielakkan ioleh imasyarakat. i 
Kartasasmita iberpendapat ibahwa idefinisi imiskin idilihat idari ifaktor 
ipenyebabnya isalah isatunya ikarena irendahnya iderajat ikesehatan. iTaraf ikesehatan 
idan igizi iyang irendah imenyebabkan irendahnya idaya itahan ifisik, idaya ipiker idan 
iprakarsa.5 
Masalah itingkat ikemiskinan ikhususnya idi iWilayah iKabupaten iTegal 
iBerdasarkan ilaporan iKepala iBadan iPusat iStatistik iProvinsi iJawa iTengah 
imengenai ihasil ipenghitungan ikemiskinan iKabupaten/Kota i2019, idisebutkan 
ibahwa: i 
1. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Tegal Tahun 2019 adalah sebesar 
109,94 ribu jiwa. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan 2018 sebesar 
114,06 ribu jiwa (berkurang 4,12 ribu jiwa).  
                                                          
5 Adon Nasrulah Jamaludin. Sosiologi Perkotaan Memahami Masyarakat Kota dan 




2. Persentase Penduduk Miskin (P0) Kabupaten Tegal 2019 adalah sebesar 
7,64 persen. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan 2018 sebesar 7,94 
persen.  
3. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Tegal 2019 adalah sebesar 
0,64. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan 2018 sebesar 1,41 (turun 
0,77).  
4. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Tegal 2019 adalah sebesar 
0,09. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan 2018 sebesar 0,44 persen 
(turun 0,35).  
5. Garis Kemiskinan Kabupaten Tegal 2019 adalah sebesar Rp 365.334,- 
/Kapita/Bulan.  
6. Angka ini merupakan angka resmi BPS yang dihitung berdasarkan hasil 
Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2019.6 
 
Salah isatu ipersoalannya ikarena ifaktor ikemiskinan iyang isangat iberdampak 
ibesar ibagi ikesehatan imasyarakat. iBanyak iwarga imiskin iyang itidak imempunyai 
ibiaya iuntuk imendapat ipelayanan ikesehatan ikarena ibiaya iyang isangat imahal. iHal 
itersebut iyang imembuat imereka ienggan iberobat ikarena iterpaut ibiaya iyang icukup 
imahal. iPeran iPemerintah isangat idibutuhkan idalam imenangani ipermasalahan 
iwarga imiskin iuntuk imendapatkan ikesehatan isecara igratis idan ioptimal. 
Peraturan iBupati iNomor i67 iTahun i2020 iTentang iJenis iDan iTarif 
iPelayanan iPuskesmas idi iKabupaten iTegal iBagi iMasyarakat iMiskin iselanjutnya 
iakan idikaji ilebih idalam iuntuk idijadikan ijudul ipenelitian iyakni i: i“Penerapan 
iSistem iPeraturan iBupati iNomor i67 iTahun i2020 iTentang iJenis idan iTarif 
iPelayanan iPuskesmas idi iKabupaten iTegal ibagi iMasyarakat iMiskin” 
Salah isatu ialasan iditetapkannya ijudul/tema itersebut imengingat iperaturan 
itersebut imasih irelatif ibaru isehingga irelevan iuntuk iditeliti idi isamping i tu 
iperaturan idaerah itersebut ibelum ipernah iditeliti ibagaimana ipelaksanaanya idi 
ilapangan. 
                                                          
6 https://tegalkab.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html/ hasil penghitungan kemiskinan 





Perumusan imasalah ipenelitian i ni iadalah isebagai iberikut i: 
1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2020 tentang 
Jenis dan Tarif Pelayanan Puskesmas bagi Masyarakat Miskin di 
Kabupaten Tegal? 
2. Bagaimana kendala-kendala dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 
67 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Pelayanan Puskesmas bagi 
Masyarakat Miskin di Kabupaten Tegal?  
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan iyang ihendak idicapai idalam ipenelitian i ni iadalah isebagai iberikut i: 
1. Untuk mengkaji pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2020 
tentang Jenis dan Tarif Pelayanan Puskesmas bagi Masyarakat Miskin di 
Kabupaten Tegal. 
2. Untuk mengalisis kendala-kendala dalam pelaksanaan Peraturan Bupati 
Nomor 67 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Pelayanan Puskesmas bagi 
Masyarakat Miskin di Kabupaten Tegal. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Secara teoritis, penilitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu 
hukum tata negara, khususnya mengenai penerapan Peraturan Bupati 
Nomor 67 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Pelayanan Puskesmas bagi 
Masyarakat Miskin. 




Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman masyarakat 
dalam memahami penerapan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2020 
tentang Jenis dan Tarif Pelayanan Puskesmas bagi Masyarakat Miskin di 
Kabupaten Tegal. 
3. Manfaat Penulis 
Penelitian ini dapat meluruskan asumsi masyarakat mengenai pelayanan 
kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu (miskin) akan ditangani 
dengan baik tanpa memandang status sosialnya. 
E. Tinjauan Pustaka 
Merujuk ibeberapa ipenelitian iterkait idengan itopik iatau itema itersebut. 
iBerikut i ni ipenelitian iyang iterdahulu idan irelevan iadalah i: 
1. Anis, iMukhammad7. i2011. iPeran iPuskesmas iKecamatan iBalapulang 
iKabupaten iTegal iDalam iPelayanan iKeluarga iMiskin i(Studi iYuridis iPasal i2 
iDan i3 iUndangUndang iNomor i36 iTahun i2009 iTentang iKesehatan). iSkripsi, 
iIlmu iHukum, iFakultas iHukum. iUniversitas iNegeri iSemarang i: iHasil 
ipenelitian isebagai iberikut: i(1) iRegulasi iYang iTerkait iDengan iPelayanan 
iKesehatan iKeluarga iMiskin; iUndang-Undang iNomor i36 iTahun i2009 
itentang iKesehatan, iUndang-undang iNomor i40 iTahun i2004 itentang iSistem 
iJaminan iKesehatan iMasyarakat, iPeraturan iPemerintah iRepublik iIndonesia 
iNomor i65 iTahun i2005 iTentang iPedoman iPenyusunan iDan iPenerapan 
iStandar iPelayanan iMinimal, iPeraturan iPemerintah iRepublik iIndonesia 
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iNomor i38 iTahun i2007 iTentang iPembagian iUrusan iPemerintahan iAntara 
iPemerintah, iPemerintahan iDaerah iProvinsi, iDan iPemerintahan iDaerah 
iKabupaten/Kota, iKeputusan iMenteri iKesehatan iRepublik iIndonesia iNomor 
i316/Menkes/SK/V/2009 iPedoman iPeleksanaan iProgram iJaminan 
iKesehatan iMasyarakat i2009, iPeraturan iBupati i x iTegal iNomor i3 iTahun 
i2009 itentang iOrganisasi idan iTata iKerja iUnit iPelaksana iTeknis ipada iDinas 
iDaerah iKabupaten iTegal, iPeraturan iBupati iTegal iNomor i32 iTahun i2010 
itentang iPenyelenggaraan iProgram iJamian iKesehatan iDaerah iKabupaten 
iTegal, iKeputusan iBupati iTegal iNomor i440/303/2010 iTentang iPenetapan 
iPeserta iProgram iJaminan iKesehatan iMasyarakat i(Jamkesmas) iDi 
iKabupaten iTegal iTahun i2011. i(2) iPeran iPuskesmas iBalapulang iDalam 
iPelayanan iKesehatan iKeluarga iMiskin iDi iKecamatan iBalapulang 
iKabupaten iTegal; iDengan ipenerapan iStandar iPelayanan iMinimal idilihat 
idari iPembangunan iKesehatan iada iyang ibelum isesuai idengan iAsas-asas 
iPembangunan iKesehatan. iHal i tu idikarenakan imasih ibelum ioptimalnya 
ipelayanan iyang idiberikan ikepada imasyakat idengan ipetugas ikesehatan iyang 
imasih ikurang. iAtas idasar ihal itersebut iPeran iPuskesmas iBalapulang idalam 
iPelayanan ikeluarga imiskin ikurang imaksimal. i(3) iKendala iyang idihadapi 
idan iSolusi iyang idilakukan iPuskesmas iDalam iPelayanan iKesehatan 
iKeluarga iMiskin, iPuskesmas imasih imengalami ikesulitan ipada ipenanganan 
ipersyaratan irujukan ibagi iKK imiskin iyang ibelum imemiliki iJamkesmas idan 
iJamkesda. iSolusinya imembentuk iforum ikesehatan idesa isupaya iprogram 




2. Suhartini8 imeneliti itentang i“Tinjauan iYuridis iterhadap iPelaksanaan 
iPeraturan iBupati iNo i33 iTahun i2016 iPada iDinas iKesehatan iKabupaten 
iMuaro iJambi”, ihasil ipenelitiannya iadalah ipelaksanaan ipembangunan 
ikesehatan ioleh iDinas iKesehatan iKabupaten iMuaro iJambi idilaksanakan 
idengan iberpedoman ipada iRencana iStrategis iDinas iKesehatan iKabupaten 
iMuaro iJambi iTahun i2017-2022. iRenstra itersebut idilaksanakan isesuai 
idengan itugas ipokok idan ifungsi iDinas iKesehatan iyang idi iatur idalam 
iPeraturan iBupati iNomor i33 itahun i2016 itentang ikedudukan, isusunan 
iOrganisasi, itugas idan iFungsi iserta itata iKerja iDinas iKesehatan iMuaro iJambi. 
iFaktor ipendukung idalam ipembangunan ikesehatan iadalah itelah iadanya 
ikomitmen ipemerintah idaerah iyang iberorientasi iterhadap ikesehatan, isudah 
iada iregulasi iyang imengatur, itersedianya ifasilitas ipelayanan ikesehatan iyang 
imemadai ibaik iuntuk ipelayanan ikesehatan idasar imaupun ipelayanan irujukan. 
iterselenggaranya iprogram iJaminan iKesehatan iMasyarakat i(Jamkesmas), 
iJamkesda idan iKapitasi iPuskesmas. iFaktor ipenghambat iadalah itenaga 
ikesehatan ikurang imemenuhi istandar, ibelum ioptimalnya ipendayagunaan 
itenaga ikesehatan iyang iada idan imasih ilemahnya ipemahaman itenaga iyang 
iada iterhadap itugas ipokok, ifungsi idan itanggung ijawab. iSarana-prasarana idan 
ialat ikesehatan idi iFasilitas iKesehatan ibelum imemenuhi iStandar 
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3. M. iAnwar iSeptiadi9 imeneliti itentang iImplementasi iPeraturan iBupati iKutai 
iKartanegara iNomor i16 iTahun i2008 iTentang iPenyelenggaraan iSystem 
iJaminan iKesehatan iDaerah iDi iKabupaten iKutai iKartanegara i(Studi iKasus 
idi iPuskesmas iMuara iJawa). iHasil ipenelitiannya idiketahui ibahwa 
iImplementasi iprogram iJamkesda idi iPuskesmas iMuara iJawa isudah isesuai 
idengan itujuan iyaitu ibantuan ipelayanan irawat ijalan itingkat ipertama i(RJTP), 
ibantuan ipaket ipersalinan, idan ibantuan ipelayanan iunit igawat idarurat i(UGD) 
itelah idilaksanakan idengan ikualitas ipelayanan iyang ibaik idan imenyeluruh 
ikepada isemua ipengguna iJamkesda itanpa iada iperbedaan iterhadap ipengguna 
ijaminan ikesehatan iyang ilain,terlepas idari ikeberhasilan ipasti iada ikendala-
kendala idalam iproses ipelaksanaan iyaitu ikurangnya itenaga idokter iyang 
iterdapat idi iPuskesmas iMuara iJawa, idan isering iterjadinya ikekosongan istok 
iobat ipada ijenis iobat-obat itertentu. i 
F. Metode Penelitian 
Penelitian ihukum ipada idasarnya imerupakan isuatu ikegiatan i lmiah iyang 
ididasarkan ipada imetode, isistematika, idan ipemikiran itertentu iyang ibertujuan 
iuntuk imempelajari isatu iatau ibeberapa igejala ihukum itertentu idengan ijalan 
imenganalisisnya, ikecuali i tu imaka ijuga idiadakan ipemeriksaan iyang imendalam 
iterhadap ifakta ihukum iterasebut, iuntuk ikemudian imengusahakan isuatu 
ipemecahan iatas imasalah-masalah iyang itimbul idi idalam igejala iyang 
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ibersangutan.10 iPenelitian imerupakan isuatu isarana ipokok idalam ipengembangan 
i lmu ipengetahuan idan iteknologi, ioleh ikarena ipenelitian ibertujuan iuntuk 
imengungkapkan ikebenaran isecara isistematis, imetodologis idan ikonsisten, 
idengan imengadakan ianalisis idan ikonstruksi.11 iDalam ikontek ipenelitian i ni, 
imaka imetode ipenelitian idipahami isebagai icara ikerja idalam ikegiatan i lmiah iyang 
iberkaitan idengan ipelaksanaan isistem iperaturan iBupati iNomor i67 iTahun i2020 
itentang iJenis idan iTarif iPelayanan iPuskesmas idi iKabupaten iTegal ibagi 
iMasyarakat iMiskin. 
1. Jenis Penelitian 
Jenis ipenelitian i ni iadalah ijenis ipenelitian ikepustakaan i(library 
iresearch) ikarena idata-data iatau ibahan iyang idiperlukan idalam imenyelesaikan 
ipenelitian itersebut iberasal idari ikepustakaan ibaik iberupa ibuku, ijurnal, 
iliterature, ibuku, ilaporan ipenelitian, idan ilain isebagainya iyang iberkaitan 
idengan ipermasalahan iyang iditeliti iyakni ipelaksanaan isistem iperaturan iBupati 
iNomor i67 iTahun i2020 itentang iJenis idan iTarif iPelayanan iPuskesmas idi 
iKabupaten iTegal ibagi iMasyarakat iMiskin. i 
Dalam ipenelitian ihukum, isecara iumum idibedakan iantara idata iyang 
idiperoleh ilangsung idari imasyarakat idan idari ibahan-bahan ipustaka. iYang 
idiperoleh ilangsung idari imasyarakat idinamakan idata iprimer i(atau idata idasar), 
isedangkan iyang idiperoleh idari ibahan-bahan ipustaka ilazimnya idinamakan 
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idata isekunder.12 iDalam ipenelitian ihukum idata isekunder imencakup ibahan 
ihukum iprimer, ibahan ihukum isekunder, idan ibahan ihukum itertier. 
Bahan ihukum iprimer, iyaitu ibahan ihukum iyang imengikat, iterdiri idari i(a) 
iPeraturan iperundang-undangan, i(b) ibahan ihukum iyang itidak idikodifikasikan 
iseperti ihukum iadat, i(c) iyurisprudensi, i(d) itraktat, idan isebagainya. iBahan 
ihukum isekunder, iyang imemberikan ipenjelasan imengenai ibahan ihukum 
iprimer iseperti irancangan iundang-undang, ihasil-hasil ipenelitian, ihasil ikarya 
idari ikalangan ihukum, idan isebagainya. iBahan ihukum itertier iyakni ibahan iyang 
imemberikan ipetunjuk imaupun ipenjelasan iterhadap ibahan ihukum iprimer idan 
isekunder, icontohnya iadalah ikamus, iensiklopedia, i ndeks ikumulatif idan 
iseterusnya13. i 
2. Pendekatan Penelitian 
Menurut iBambang iWaluyo imetode ipendekatan iapa iyang isekiranya 
iakan iditerapkan idalam ipenelitian iyang iakan idilakukan. iApakah 
imenggunakan imetode ipendekatan iyang ibersifat inormatif i(legal iresearch), 
iatau imenggunakan imetode iempiris i(yuridis isosiologis), iatau idapat ijuga 
imenggunakan igabungan iantara ikedua ipendekatan itersebut.14 iDalam 
ipenelitian i ni ipendekatan iyang idigunakan iadalah ipendekatan iyuridis 
inormatif, iartinya ipenelitian ihukum iyang idilakukan idengan icara imeneliti 
ibahan ipustaka iatau idata isekunder. i 
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Penelitian ihukum inormatif iatau ikepustakaan imencakup i(a) ipenelitian 
iterhadap iasas-asas ihukum, i(b) ipenelitian iterhadap isistematik ihukum, i(c) 
ipenelitian iterhadap itaraf isinkronisasi ivertikal idan ihorisontal, i(d) 
iperbandingan ihukum, i(e) isejarah ihukum.15 iPendekatan i ni idimaksudkan 
iuntuk imemperoleh igambaran idan ipemahaman iyang ijelas idan ibenar imengenai 
ipelaksanaan isistem iperaturan iBupati iNomor i67 iTahun i2020 itentang iJenis idan 
iTarif iPelayanan iPuskesmas idi iKabupaten iTegal ibagi iMasyarakat iMiskin. 
3. Sumber Data 
Penelitian i ni imenggunakan idata isekunder isebagai idata iutamanya. iData 
isekunder iadalah idata iyang imendukung iketerangan iatau imenunjang 
ikelengkapan idata iprimer. iData isekunder iterdiri idari: 
a. Bahan Hukum Primer, yang meliputi: 
1) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 
2) Undang-Undang Repblik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan. 
3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 
2019 tentang Puskesmas. 
4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741 
/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang 
Kesehatan Kab/Kota. 
5) Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif 
Pelayanan Puskesmas di Kabupaten Tegal bagi Masyarakat Miskin. 
                                                          




b. Bahan iHukum iSekunder, iyaitu isejumlah iketerangan iatau ifakta iyang 
idiperoleh isecara itidak ilangsung, itetapi imelalui ipenelitian ikepustakaan. 
iBahan ihukum isekunder imeliputi: ijurnal, iliterature, ibuku, ilaporan 
ipenelitian, idan ilain isebagainya iyang iberkaitan idengan ipermasalahan 
iyang iditeliti iyakni iPeraturan iBupati iNomor i67 iTahun i2020 itentang iJenis 
idan iTarif iPelayanan iPuskesmas idi iKabupaten iTegal ibagi iMasyarakat 
iMiskin. 
4. Metode Pengumpulan Data 
Dalam ipenelitian, isecara iumum idikenal imetode ipengumpulan idata, 
iartinya ipeneliti idapat imelakukan ipenelitian iapabila idisertai idengan idata. iData 
idipahami isebagai isegala iketerangan iyang idisertai idengan ibukti iatau ifakta 
iyang idapat idirumuskan iuntuk imenyusun iperumusan, ikesimpulan iatau 
ikepastian isesuatu.16 iAdapun iuntuk imemperoleh idata isekunder idilakukan 
idengan istudi idokumen iatau istudi ipustaka, isedangkan idata iprimer idiperoleh 
idengan iwawancara. 
Wawancara imerupakan iproses imemperoleh iketerangan iuntuk itujuan 
ipenelitian idengan icara itanya ijawab, isambil ibertatap imuka iantara isi ipenanya 
iatau ipewawancara idengan isi ipenjawab iatau iresponden iyang imenggunakan 
ialat idinamakan i nterview iguide i(panduan iwawancara).17 iWawancara 
idilakukan iterhadap iorang-orang iatau ipejabat iyang ikompeten idalam ihal i(1) 
iPeraturan iBupati, i(2) ijenis idan itarif ipelayanan iPuskesmas, idan i(3) imasyarakat 
imiskin. i 
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Studi idokumen imerupakan isuatu ialat ipengumpul idata iyang idilakukan 
imelalui idata itertulis idengan imempergunakan iconten ianalysis.18 iStudi 
idokumen iatau ipustaka imerupakan iseparuh idari ikeseluruhan iaktivitas i tu 
isendiri, itujuannya iadalah imenunjukkan ijalan ipemecahan ipermasalahan 
ipenelitian. iApabila ipeneliti imengetahui iapa iyang idilakukan ioleh ipeneliti ilain, 
imaka ipeneliti iakan ilebih isiap idengan ipengetahuan iyang imendalam idan 
ilengkap.19 i 
5. Metode Analisis Data 
Hal ipenting idalam ipenelitian isetelah idata iterkumpul iadalah iteknik 
ianalisis idata. iAnalisis idata iadalah iproses imengorganisasikan idan 
imengurutkan idata ike idalam ipola, ikategori idan isatuan iuraian idasar isehingga 
idapat iditemukan itema idan idapat idirumuskan ihipotesis ikerja iyang idisarankan 
ioleh idata.20 iAnalisis idata iyang idigunakan idalam ipenelitian i ni iadalah 
iNormatif iKualitatif iartinya idata iyang idiperoleh idari ihasil iwawancara iberupa 
ikata-kata, idigabungkan idengan inorma-norma itertulis iyang idibuat idan 
idiundangkan ioleh ilembaga-lembaga iatau ipejabat iyang iberwenang. 
G. Sistematika Penulisan 
Sistematika ipenulisan ipenelitian i ni idirencanakan iterdiri idari iempat ibab 
isebagai iberikut i: 
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Bab I : Pendahuluan, yang meliputi tentang latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan 
pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 
Bab II : Tinjauan Konseptual, berisi tentang (a) tinjauan umum peraturan 
bupati, (b) tinjauan umum Puskesmas, jenis dan tarif pelayanan 
puskesmas, dan (c) masyarakat miskin. 
Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini berisi (a) 
penerapan peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2020 tentang Jenis 
dan Tarif Pelayanan Puskesmas bagi Masyarakat Miskin di 
Kabupaten Tegal, (b) kendala-kendala penerapan peraturan Bupati 
tersebut, (c) pembahasan. 
Bab IV : Penutup, terdiri dari kesimpulan yang diperoleh dan saran yang 





A. Tinjauan Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah 
1. Pengertian Pemerintah Daerah 
Pemerintah iatau iGovernment idalam ibahasa i ndonesia iberarati 
ipengarahan idan iadministrasi iyang iberwenang iatas ikegiatan iorang-orang 
idalam isebuah inegara, inegara ibagian, iatau ikota idan isebagainya. iBisa ijuga 
iberarti ilembaga iatau ibadan iyang imenyelenggarakan ipemerintahan inegara, 
inegara ibagian, iatau ikota, idan isebagainya21. iSelanjutnya, iDaerah iadalah 
ilingkungan ipemerintah i: iwilayah, idaerah idiartikan isebagai ibagian ipermukaan 
ibumi; ilingkungan ikerja ipemerintah, iwilayah: iselingkup itempat iyang idipakai 
iuntuk itujuan ikhusus, iwilayah; itempattempat isekeliling iatau iyang idimaksud 
idalam ilingkungan isuatu ikota; itempat iyang iterkena iperistiwa isama; ibagian 
ipermukaan itubuh.22 
Lain ihalnya idengan iC.F iStrong iyang imenyebutkan ibahwa ipemerintahan 
idaerah iadalah iorganisasi idimana idiletakkan ihak iuntuk imelaksanakan 
ikekuasaan iberdaulat iatau itertinggi. iPemerintahan idalam iarti iluas imerupakan 
isesatu iyang ilebih ibesar idaripada isuatu ibadan iatau ikelompok.23 iPada iPasal i1 
iAngka i2 iUndang-Undang iNomor i23 iTahun i2014 iTentang iPemerintahan 
iDaerah, imenyatakan ibahwa iPemerintahan idaerah iadalah ipenyelenggaraan 
                                                          
21 Inu Kecana Syafiie, Pengantar Ilmu Pemerintahan, Jakarta: Refika Aditama, 2010 hlm 
11. 
22 G. Setya Nugraha, R. Maulina f, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Surabayahlm.145. 
23 Fahmi Amrusi dalam Ni’matull Huda, Hukum Pemerintah Daerah, Bandung : 




iurusan ipemerintahan ioleh iPemerintah iDaerah idan iDewan iPerwakilan iRakyat 
iDaerah imenurut iasas iotonomi iseluas-luasnya idalam isistem idan iprinsip 
iNegara iKesatuan iRepublik iIndonesia isebagaimana idimaksud idalam iUndang-
Undang iDasar iNegara iRepublik iIndonesia iTahun i1945. 
Pemerintah idaerah iyang imerupakan isub-sistem idari isistem 
ipenyelenggaraan ipemerintahan inasional imemiliki ikewenangan iuntuk ime-
ngatur idan imengurus irumah itangganya isendiri. iKewenangan iuntuk imenga-tur 
idan imengurus irumah itangga i ni imengandung itiga ihal iutama idi idalamnya24 i, 
iyaitu: ipertama, iPemberian itugas idan iwewenang iuntuk imenye-lesaikan isuatu 
ikewenangan iyang isudah idiserahkan ikepada iPemerintah iDaerah; ikedua, 
iPemberian ikepercayaan idan iwewenang iuntuk imemikirkan, imengambil 
i nisiatif idan imenetapkan isendiri icara-cara ipenyelesaian itugas itersebut; idan 
iketiga, idalam iupaya imemikirkan, imengambil i nisiatif idan imengambil 
ikeputusan itersebut imengikutsertakan imasyarakat ibaik isecara ilangsung 
imaupun iDPRD. 
Pengertian iPemerintah iDaerah imenurut ipasal i1 iangka i3 iUndang 
iUndang iNomor i23 iTahun i2014 iTentang iPemerintahan iDaerah iadalah iKepala 
idaerah isebagai iunsur ipenyelenggara iPemerintah iDaerah iyang imemimpin 
ipelaksanaan iurusan ipemerintahan iyang imenjadi ikewenangan idaerah iotonom. 
iNegara iIndonesia imenganut ipaham idemokrasi idan inomokrasi idalam 
ipenyelenggaraan ipemerintahan, itermasuk ipemerintahan idaerah. iBerdasarkan 
iPasal i18 iAyat i(2) iUndang-Undang iDasar iNegara iRepublik iIndonesia iTahun 
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i1945 idisebutkan ibahwa ipemerintahan idaerah iprovinsi, idaerah ikabupaten, idan 
ikota imengatur idan imengurus isendiri iurusan ipemerintahan imenurut iasas 
iotonomi idan itugas ipembantuan. iProvinsi iadalah isuatu isatuan idari iteritorial 
iyang idijadikan isebagai inama idari isebuah iwilayah iadministratif iyang iberada idi 
ibawah iwilayah inegara iatau iNegara ibagian. i 
Dalam ipembagian iadministratif, iIndonesia iterdiri iatas iprovinsi, iyang 
idikepalai ioleh iseorang iGubernur. iGubernur idipilih ibersama iwakilnya idalam 
isatu ipaket ipasangan iyang idipilih isecara ilangsung ioleh irakyat idi iprovinsi 
isetempat iuntuk imasa ijabatan ilima itahun, isehingga idalam ihal i ni igubernur 
ibertanggung ijawab ikepada irakyat. iGubernur iterpilih ikemudian idilantik ioleh 
iPresiden, idan idapat ijuga idilantik ioleh iMendagri iatas inama iPresiden. iSelain 
i tu, igubernur ijuga iberkedudukan isebagai itiga ipuluh itujuh iwakil ipemerintah 
ipusat idi iwilayah iprovinsi ibersangkutan, isehingga igubernur ibertanggung 
ijawab ikepada iPresiden. iGubernur ibukan iatasan ibupati iatau 
iwalikota,melainkan ihanya isebatas imembina, imengawasi, idan 
imengoordinasikan ipenyelenggaraan ipemerin-tahan idaerah ikabupaten/kota. 
iHubungan ipemerintah iprovinsi idengan ipemerintah ikabupaten idan ikota ibukan 
isubordinat, iyaitu isetiap ipemerintahan idaerah imengatur idan imengurus isendiri 
iurusan ipemerintahan imenurut iasas iotonomi idan itugas ipembantuan.25 
Daerah iprovinsi iselain iberstatus isebagai iDaerah ijuga imerupakan 
iWilayah iAdministratif iyang imenjadi iwilayah ikerja ibagi igubernur isebagai 
iwakil iPemerintah iPusat idan iwilayah ikerja ibagi igubernur idalam imenye-
                                                          




lenggarakan iurusan ipemerintahan iumum idi iwilayah iDaerah iprovinsi. iDaerah 
ikabupaten/kota iselain iberstatus isebagai iDaerah ijuga imerupakan iWilayah 
iAdministratif iyang imenjadi iwilayah ikerja ibagi ibupati/wali ikota idalam 
imenyelenggarakan iurusan ipemerintahan iumum idi iwilayah iDaerah 
ikabupaten/kota. 
Menurut iHarson, ipemerintahan idaerah imemiliki ieksistensi isebagai:26 
a. Local Self Government atau pemerintah lokal daerah dalam sistem 
pemerintah daerah di Indoneisa adalah semua daerah dengan berbagai 
urusan otonom bagi local self government tentunya harus berada dalam 
kerangka sistem pemerintahan negara. Dalam mengurus rumah 
tangganya sendiri pemerintah lokal mempunyai hak inisiatif sendiri, 
mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga 
sendiri atas kebijaksanaannya sendiri. Selain diserahi urusan-urusan 
tertentu oleh pemerintah pusat, dapat juga diserahi tugas-tugas 
pembantuan dalam lapangan pemerintahan (tugas medebewind). Tugas 
ini adalah untuk turut serta (made) melaksanakan peraturan perundang-
undangan, bukan hanya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat saja, 
melainkan juga yang ditentukan oleh pemerintah lokal yang mengurus 
rumah tangga sendiri tingkat diatasnya. 
b. Local State Government atau pemerintah lokal administratif dibentuk 
karena penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan negara yang tidak 
dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan 
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pemerintahan semacam ini disebabkan karena sangat luasnya wilayah 
dan banyaknya urusan pemerintahan. Pejabat-pejabat yang memimpin 
pemerintah lokal administtratif itu diangkat dan diberhentikan oleh 
pemerintah pusat, bekerja menurut aturan-aturan dan kehendak dari 
pemerintah pusat, berdasarkan hierarki kepegawaian, ditempatkan di 
wilayah-wilayah administratif yang bersangkutan dibantu oleh pegawai-
pegawai yang juga diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat. 
Segala pembiayaan pemerintah lokal administratif dikeluarkan oleh 
pemerintah pusat. 
Pemberian ikewenangan ipemerintah idaerah iuntuk imenyelenggarakan 
ipemerintahannya, idilaksanakan imelalui isuatu iproses iyang idisebut 
idesentralisasi ikepada idaerah-daerah iotonom iatau idikenal idengan iotonomi 
idaerah. iDesentralisasi imemiliki idua ibentuk iyaitu ipolitik idan iadministratif. 
iDesentralisasi ipolitik iyaitu iwewenang iuntuk imembuat ikeputusan idan 
imelakukan ikontrol itertentu iterhadap isumber idaya iyang idiberikan ikepada 
ipemerintah ilokal idan iregional27. iDesentralisasi iadminitratif iadalah isuatu 
idelegasi iwewenang ipelaksanaan iyang idiberikan ikepada ipejabat ipusat idi 
itingkat ilokal. iKewenangannya imulai idari ipenetapan iperaturan isampai 
ikeputusan isubstansial. i 
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2. Kewenangan Tugas dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah  
Menurut ikamus ibesar ibahasa iIndonesia, ikata iwewenang idisamakan 
idengan ikata ikewenangan, iyang idiartikan isebagai ihak idan ikekuasaan iuntuk 
ibertindak, ikekuasaan imembuat ikeputusan, imemerintah idan imelimpahkan 
itanggung ijawab ikepada iorang iatau ibadan ilain.28 iSecara ikonseptual, i stilah 
iwewenang iatau ikewenangan isering idisejajarkan idengan i stilah iBelanda 
ibevoegdheid i(yang iberarti iwewenang iatau iberkuasa). iWewenang imerupakan 
ibagian iyang isangat ipenting idalam iHukum iTata iPemerintahan i(Hukum 
iAdministrasi), ikarena ipemerintahan ibaru idapat imenjalankan ifungsinya iatas 
idasar iwewenang iyang idiperolehnya. iKeabsahan itindakan ipemerintahan 
idiukur iberdasarkan iwewenang iyang idiatur idalam iperaturan iperundang-
undangan. iPerihal ikewenangan idapat idilihat idari iKonstitusi iNegara iyang 
imemberikan ilegitimasi ikepada iBadan iPublik idan iLembaga iNegara idalam 
imenjalankan ifungsinya. iWewenang iadalah ikemampuan ibertindak iyang 
idiberikan ioleh iundang-undang iyang iberlaku iuntuk imelakukan ihubungan idan 
iperbuatan ihukum.29. iPenjelasan itentang ikonsep iwewenang, idapat ijuga 
ididekati imelalui itelaah isumber iwewenang idan ikonsep ipembenaran itindakan 
ikekuasaan ipemerintahan. iTeori isumber iwewenang itersebut imeliputi iatribusi, 
idelegasi, idan imandat.30. i 
Menurut iBagir iManan iwewenang idalam ibahasa ihukum itidak isama 
idengan ikekuasaan. iKekuasaan ihanya imenggambarkan ihak iuntuk iberbuat idan 
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itidak iberbuat. iWewenang isekaligus iberarti ihak idan ikewajiban.31 iKewenangan 
iadalah imerupakan ihak imenggunakan iwewenang iyang idimiliki iseorang 
ipejabat iatau i nstitusi imenurut iketentuan iyang iberlaku, idengan idemikian 
ikewenangan ijuga imenyangkut ikompetensi itindakan ihukum iyang idapat 
idilakukan imenurut ikaedah-kaedah iformal, ijadi ikewenangan imerupakan 
ikekuasaan iformal iyang idimiliki ioleh ipejabat iatau i nstitusi. iKewenangan 
imemiliki ikedudukan iyang ipenting idalam ikajian ihukum itata inegara idan 
ihukum iadministrasi inegara. iBegitu ipentingnya ikedudukan ikewenangan i ni, 
isehingga iF.A.M. iStroink idan iJ.G. iSteenbeek imenyebut isebagai ikonsep i nti 
idalam ihukum itata inegara idan ihukum iadministrasi iNegara.32 
Lebih ilanjut ikemudian iF.A.M iStroink idan iJ.G iSteenbeek isebagaimana 
idikutip ioleh iRidwan, imengemukakan ipandangan isebagai iberikut i: 
“Bahwa ihanya iada i2 i(dua) icara iuntuk imemperoleh iwewenang, iyaitu iatribusi 
idan idelegasi. iAtribusi iberkenaan idengan ipenyerahan iwewenang ibaru, 
isedangkan idelegasi imenyangkut ipelimpahan iwewenang iyang itelah iada i(oleh 
iorgan iyang itelah imemperoleh iwewenang isecara iatributif ikepada iorgan ilain; 
ijadi idelegasi isecara ilogis iselalu ididahului ioleh iatribusi). iMengenai imandat, 
itidak idibicarakan imengenai ipenyerahan iwewenang iatau ipelimbahan 
iwewenang. iDalam ihal imandat itidak iterjadi iperubahan iwewenang iapapun 
i(dalam iarti iyuridis iformal), iyang iada ihanyalah ihubungan i nternal”.33 
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Menurut iPasal i13 iAyat i(3) iUndang-Undang iNomor i23 iTahun i2014 
iTentang iPemerintahan iDaerah, iyang imenjadi ikewenangan idari iPemerintah 
iDaerah itingkat iprovinsi iadalah isebagai iberikut i: 
a. Urusan iPemerintahan iyang ilokasinya ilintas idaerah iKabupaten/kota. 
b. Urusan iPemerintahan iyang ipenggunanya ilintas idaerah iKabupaten/kota. 
c. Urusan iPemerintahan iyang imanfaat iatau idampak inegatifnya ilintas idaerah 
iKabupaten/kota. 
d. Urusan iPemerintahan iyang ipenggunaan isumber idayanya ilebih iefisien 
iapabila idilakukan ioleh idaerah iprovinsi. 
Wewenang iterdiri iatas isekurang-kurangnya itiga ikomponen iyaitu 
ipengaruh, idasar ihukum, idan ikonformitas ihukum. iKomponen ipengaruh i alah 
ibahwa ipenggunaan iwewenang idimaksudkan iuntuk imengendalikan iprilaku 
isubyek ihukum, ikomponen idasar ihukum i alah ibahwa iwewenang i tu iharus 
iditunjuk idasar ihukumnya, idan ikomponen ikonformitas ihukum imengandung 
iadanya istandard iwewenang iyaitu istandard ihukum i(semua ijenis iwewenang) 
iserta istandard ikhusus i(untuk ijenis iwewenang itertentu).34 
Pemberian ikewenangan ipemerintah idaerah iuntuk imenyelenggarakan 
ipemerintahannya, idilaksanakan imelalui isuatu iproses iyang idisebut 
idesentralisasi ikepada idaerah-daerah iotonom iatau idikenal idengan iotonomi 
idaerah. iDesentralisasi imemiliki idua ibentuk iyaitu ipolitik idan iadministratif. 
iUndang-undang iNomor i32 iTahun i2004 imenggariskan itugas-tugas iwakil 
                                                          





ikepala idaerah isecara ilebih ispesifik. iPasal i26 iayat i1 imenjelaskan irincian itugas 
iseorang iwakil ikepala idaerah, iyaitu: 
a. Membantu ikepala idaerah idalam imenyelenggarakan ipemerinthan idaerah. 
b. Membantu ikepala idaerah idalam imengkoordinasikan ikegiatan-kegiatan 
i nstansi ivertikal idi idaerah, imenindaklanjuti ilaporan idan/atau itemuan 
ihasil ipengawasan, imelaksanakan ipemberdayaan iperempuan idan 
ipemuda, iserta imengupayakan ipengembangan idan ipelestarian isosial 
ibudaya idan ilingkungan ihidup. 
c. Memantau idan imengevaluasi ipenyelenggaraan ipemerintah ikabupaten 
idan ibagi iwakil ikepala idaerah ipropinsi. 
d. Memantau idan imengevaluasi ipenyelenggaraan ipemerintahan idi iwilayah 
ikecamatan, ikelurahan/dan iatau idesa ibagi iwakil ikepala idaerah 
ikabupaten/kota. 
e. Memberikan isaran idan ipertimbangan ikepada ikepala idaerah idalam 
ipenyelenggaraan ikegiatan ipemerintah idaerah. 
f. Melaksanakan itugas idan ikewajiban ipemerintahan ilainnya iyang idiberikan 
ioleh ikepala idaerah. 
g. Melaksanakan itugas idan iwewenang ikepala idaerah iapabila ikepala idaerah 
iberhalangan. 
Pasal i26 iayat i2 imengatur iketentuan imengenai ipertanggungjawaban 
itugas iseorang iwakil ikepala idaerah. iDalam imelaksanakan itugas-tugasnya 
iseperti idirinci idi iatas, iwakil ikepala idaerah iberttanggung ijawab ikepada ikepala 




idaerah iberada idalam isatu ikesatuan iyang iutuh idan isinergitas idengan itugas-
tugas ikepala idaerah, iyang ikelak idipertanggungjawabkan ibersama ikepada 
iDPR. 
Jika ikepala idaerah imeninggal idunia, iberhenti, idiberhentikan iatau itidak 
idapat imelakukan ikewajiban iselama ienam ibulan isecara iterus-menerus idalam 
imasa ijabatannya, imaka iwakil ikepala idaerah iakan imenggantikan ikepala 
idaearh isampai ihabis imasa ijabatannya. iKetentuan i ni idiatur idalam iayat i3 iPasal 
i26 iUndang-undang iNomor i32 iTahun i2004 itentang iPemerintah iDaerah. 
Dalam imelaksanakan itugas idan iwewenang isebagaimana idimaksud 
idalam iPasal i25 idan iPasal i26, ikepala idaerah idan iwakil ikepala idaerah 
imempunyai ikewajiban isebagai iberikut: 
a. Memegang iteguh idan imengamalkan ipancasila, imelaksanakan iUndang-
undang iDasar iNegara irepublik iIndonesia iTahun i1945 iserta imem-
pertahankan idan imemelihara ikeutuhan iNegara ikesatuan irepublik 
iIndonesia. 
b. Meningkatkan ikesejahteraan irakyat. 
c. Memelihara iketentraman idan iketertiban imasyarakat. 
d. Melaksanakan ikehidupan idemokrasi. 
e. Menaati idan imenegakkan iseluruh iperaturan iperundang-undangan. 
f. Menjaga ietika idan inorma idalam ipenyelenggaraan ipemerintah idaerah. 
g. Memajukan idan imengembangkan idaya isaing idaerah. 




i. Melaksanakan idan imempertanggungjawabkan ipengelolaan ikeuangan 
idaerah. 
j. Menjalin ihubungan ikerja idengan iseluruh i nstansi ivertikal idi idaerah idan 
isemua iperangkat idaerah. 
k. Menyampaikan irencana istrategis ipenyelenggaraan ipemerintahan idaerah 
idi ihadapan irapat iparipurna iDPRD. 
3. Peraturan Daerah, dan Dasar Pembentukan Peraturan Daerah 
a. Pengertian Peraturan Daerah 
Peraturan iDaerah i(Perda) iadalah iperaturan iyang idibuat ioleh ikepala 
idaerah iprovinsi imaupun iKabupaten/Kota ibersama-sama idengan iDewan 
iPerwakilan iRakyat iDaerah i(DPRD) iProvinsi imaupun iKabupaten/Kota, 
idalam iranah ipelaksanaan ipenyelenggaraan iotonomi idaerah iyang imenjadi 
ilegalitas iperjalanan ieksekusi ipemerintah idaerah35. iPeraturan idaerah 
imerupakan iwujud inyata idari ipelaksanaan iotonomi idaerah iyang idimiliki 
ioleh ipemerintah idaerah idan ipada idasarnya iperaturan idaerah imerupakan 
ipenjabaran ilebih ilanjut idari iperaturan iperundang-undangan iyang ilebih 
itinggi, idengan imelihat iciri ikhas idari imasing-masing idaerah. i 
Kemandirian idalam iberotonomi itidak iberarti idaerah idapat imembuat 
iperaturan iperundang-undangan iatau ikeputusan iyang iterlepas idari isistem 
iperundang-undangan isecara inasional. iPeraturan iperundang-undangan 
itingkat idaerah imerupakan ibagian itak iterpisahkan idari ikesatuan isistem 
iperundang-undangan isecara inasional. iKarena i tu itidak iboleh iada iperaturan 
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iperundang-undangan itingkat idaerah iyang ibertentangan idengan iperaturan 
iperundang-undangan iyang ilebih itinggi itingkatnya iatau ikepentingan 
iumum.36 i 
Tujuan iutama idari iperaturan idaerah iadalah imemberdayakan 
imasyarakat idan imewujudkan ikemandirian idaerah, idan ipembentukan 
iperaturan idaerah iharus ididasari ioleh iasas ipembentukan iperundang-
undangan ipada iumumnya iantara ilain; iMemihak ikepada ikepentingan 
irakyat, imenunjung itinggi ihak iasasi imanusia, iberwawasan ilingkungan idan 
ibudaya37. iKemudian imenurut iUU iNomor i12 itahun i2011 itentang 
iPembentukan iPeraturan iPerundang-undangan, iPeraturan iDaerah iadalah 
iperaturan iperundang-undangan iyang idibentuk ioleh iDewan iPerwakilan 
iRakyat iDaerah idengan ipersetujuan iKepala iDaerah38. iJadi iperaturan idaerah 
imerupakan isuatu ipemberian ikewenangan i(atribusian) iuntuk imengatur 
idaerahnya idan iperaturan idaerah ijuga idapat idibentuk imelalui ipelimpahan 




3) Koordinasi idan iketerpaduan. i 
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b. Dasar Pembentukan Peraturan Daerah 
Rancangan iperaturan idaerah iyang itelah imemperoleh ikesepakatan 
iuntuk idibahas ikemudian idilaporkan ikembali ikepada iwalikota ioleh 
isekretaris idaerah idisertai idengan inota ipengantar iuntuk iwalikota idari 
ipimpinan iDPRD. iProses ipembahasan idilaksanakan iberdasarkan iperaturan 
itata itertib iDPRD. iSebelum idilakukan ipembahasan idi iDPRD, iterlebih 
idahulu idilakukan ipenjadwalan ioleh ibadan iMusyawarah iDPRD. 
iPembahasan ipada ilingkup iDPRD isangat isarat idengan ikepentingan ipolitis 
imasing-masing ifraksi. 
Salah isatu ijenis iPeraturan iPerundang-Undangan idi iIndonesia, 
iPeraturan iDaerah idalam ipembentukannya itunduk ipada iasas imaupun 
iteknik idalam ipenyusunan iPerundang-Undangan iyang itelah iditentukan. 
iHal iyang isangat ipenting idalam ipembentukan iPeraturan iPerundang-
undangan idiantaranya iadalah imenyangkut itentang ilandasannya. iLandasan 
iyang idimaksud idisini iadalah ipijakan, ialasan iatau ilatar ibelakang imengapa 
iPerundang-Undangan i tu iharus idibuat.39 i 
c. Landasan yang digunakan dalam menyusun Perundang-undangan 
yang tangguh dan berkualitas, meliputi:  
1). Landasan Yuridis 
Yakni iketentuan ihukum iyang imenjadi idasar ikewenangan i(bevoegheid 
icompetentie) ipembuat iPeraturan iPerundang-undangan. iApakah 
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ikewenangan ipejabat iatau ibadan imempunyai idasar ihukum iyang 
iditentukan idalam iPerundang-undangan iatau itidak. iHal i ni isangat 
ipenting iuntuk idisebutkan idalam iPerundang-undangan ikarena iseorang 
ipejabat/suatu ibadan itidak iberwenang i(onbevogheid) imengeluarkan 
iaturan. iLandasan i ni idibagi imenjadi idua: idari isegi iformil ilandasan i ni 
imemberikan ikewenangan ibagi i nstansi itertentu iuntuk imembuat 
iperaturan itertentu; idari isegi imateriil isebagai idasar ihukum imengatur ihal-
hal itertentu. iDalam isuatu iPerundang-undangan ilandasan iyuridis i ni 
iditempatkan ipada ibagian ikonsideran i“mengingat”. iLandasan iyuridis 
idari ipenyusunan iPeraturan iPerundangUndangan imeliputi i3 ihal, iyakni: i 
a) Kewenangan idari ipembuat iPerundang-undangan; 
b) Kesesuaian ibentuk idan ijenis iPeraturan iPerundang-undangan 
idengan imateri iyang idiatur; i 
c) Keharusan imengikuti itata icara itertentu ipembuatan iPerundang-
undangan. 
2). Landasan Sosiologis 
Yakni isatu iPeraturan iPerundang-undangan iyang idibuat iharus idapat 
idipahami ioleh imasyarakat isesuai idengan ikenyataan ihidup. iHukum 
iyang idibentuk iharus isesuai idengan ihukum ihidup i(the iliving ilaw) idalam 
imasyarakat. iDalam ikondisi idemikian i nilah imaka iPeraturan iPerundang-
undangan itidak imungkin ilepas idari igejala-gejala isosial iyang iada idi 
imasyarakat. iDengan imelihat ikondisi isosial iyang iterjadi ipada 




imaka itidak ibegitu ibanyak ilagi ipengarahan i nstitusi ikekuasaan idalam 
imelaksakannya. 
3). Landasan Filosofis 
Yaitu idasar ifilsafat iatau ipandangan iatau i de iyang imenjadi idasar isewaktu 
imenuangkan ihasrat idan ikebijakan ipemerintah ike idalam isuatu irancana 
iatau idraft iperaturan inegara. iSuatu irumusan. iPerundang-undangan iharus 
imendapat ipembenaran i(rechvaardinging) iyang idapat iditerima idan 
idikaji isecara ifilosofis.Pembenaran i tu iharus isesuai idengan icita-cita 
ikebenaran i(idee ider iwaarheid), icita-cita ikeadilan i(idee ider 
igrerechtsighheid) idan icita-cita ikesusilaan i(idee ider ieedelijkheid). i 
Dengan idemikian iPerundang-Undangan idikatakan imem-punyai 
ilandasan ifilosofis i(filosofis igrondflag) iapabila irumusannya imendapat 
ipembenaran iyang idikaji isecara ifilosofis. iDalam ikonteks inegara 
iIndonesia iyang imenjadi i nti idari ilandasan ifilosofis i ni iadalah iPancasila 
isebagai isuatu isistem inilai inasional ibagi isistem ikehidupan ibernegara. i 
4). Landasan Politis  
Yakni igaris ikebijakan iyang imenjadi idasar iselanjutnya ibagi ikebijakan 
idan ipengarahan iketatalaksanaan ipemerintahan inegara. iHal i ni idapat 
idiungkapkan ipada igaris ipolitik iseperti ipada isaat i ni itertuang ipada 
iProgram iLegislasi iNasional i(Prolegnas) imaupun iProgram iLegislasi 
iDaerah i(Prolegda), idan ijuga ikebijakan iProgram iPembangunan 
iNasional i(Propernas) isebagai iarah ikebijakan ipemerintah iyang iakan 




ipengarahan idalam ipembuatan iPeraturan iPerundang-Undangan iyang 
iakan idibuat ioleh ibadan imaupun ipejabat iyang iberwenang.40 i 
Selain ilandasan itersebut idiatas imasih iada ibeberapa ilandasan iyang 
idapat idigunakan idiantaranya, ilandasan iekonomis, iekologis, ikultural, 
ireligi, iadministratif idan iteknis iperencanaan iyang itidak iboleh idiabaikan 
idalam iupaya imembuat iPeraturan iPerundang-Undangan iyang ibaik ipada 
isemua itingkatan ipemerintah. 
4. Tata kelola Pemerintahan yang baik 
Good igovernance imerupakan isuatu iproses itata ikelola ipemerintahan 
iyang ibaik, idegan imelibatkan istakeholder iterhadap iberbagai ikegiatan 
iperekonomian, isosial ipolitik idan ipemanfaatan iberagam isumberdaya iseperti 
isumber idaya ialam, ikeuangan idan imanusia ibagi ikepentingan irakyat iyang 
idilaksanakan idengan imenganut iasas ikeadilan, ipemerataan, ipersamaan 
iefisiensi, itransparansi idan iakuntabilitas. i 
Konsep igood igovernance imerupakan ikonsep iyang idiperkenalkan 
isebagai iupaya iuntuk imewujudkan ipemerintahan iyang ilebih ibaik idan 
imencakup itiga idomain iyaitu istate i(pemerintahan/negara), iprivat 
isector(sektor iswasta/dunia iusaha), idan isociety(masyarakat).41 i 
Terselengaranya igood igovernance imerupakan iprasyarat ibagi isetiap 
ipemerintah iuntuk imewujudkan iaspirasi idan imencapai itujuan ibangsa. iDalam 
irangka i tu idiperlukan ipengembangan idan ipenerapan isistem ipertanggung-
                                                          
40Bagir Manan dalam W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Harsono, Legal Drafting Teori 
danTeknik Pembuatan Peraturan Daerah, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009, hlm. 25. 
41 Sedarmayanti, Good Governance “Kepemerintahan Yang Baik” & Good Corporate 




jawaban iyang itepat, ijelas, iterukur idan iabsah, isehingga ipenyelenggaraan 
ipemerintah idapat iberjalan isecara ibersih idan ibertanggungjawab. iDalam 
imenuju igood igovernance ipemerintah idiarahkan iuntuk imewujudkan 
ipemerintahan iyang ibersih iefisien, iefektif iserta idemokratis ibercirikan 
iketerbukaan, irasa ibertanggungjawab, itanggap i2 i(dua) ipada iaspirasi irakyat, 
imenghargai iperbedaan, ijujur ipada ipersaingan, ikesediaan iuntuk imenerima 
ipendapat iyang ilebih ibenar. 
B. Tinjauan Umum Kesehatan, Puskesmas dan Keluarga Miskin 
1. Kesehatan  
Kesehatan ipada ihakikatnya iadalah isuatu ikondisi iatau ikeadaan i yang 
ioptimum ibaik ijasmani, irohani imaupun isosial. iSesuai idengan iUU iNo.9 itahun 
i1960 itentang ipokok-pokok ikesehatan idalam iBab i1 iayat i2 i“Sehat iadalah 
ikeadaan isempurna idari ijasmani, irohani, idan itidak ihanya ibebas idari ipenyakit 
icacat idan ikelemahan, itetapi ijuga imampu imenjalankan iaktifitas ikehidupan idan 
idapat imenyesuaikan idiri idengan iperubahan”. iSedangkan imenurut iUU 
iKesehatan iNo.36 itahun i2009 itentang iKesehatan i“Sehat iadalah ikeadaan isehat, 
ibaik isecara ifisik, imental, isipiritual imaupun isosial iyang imemungkinkan isetiap 
iorang iuntuk ihidup iproduktif isecara isosial idan iekonomis”. i“Tingkat ikesehatan 
imasyarakat idipengaruhi ioleh iempat ifaktor iyaitu i: i1) ilingkungan, i2) iperilaku, 
i3) iketurunan iyang idipengaruhi ioleh ipopulasi, idistribusi ipenduduk idan 




irehabilitatif”.42 iDari iempat ifaktor itersebut, ilingkungan idan iperilaku 
imerupakan ifaktor iyang isangat ibesar ipengaruhnya iterhadap itinggi irendahnya 
iderajat ikesehatan imasyarakat. i 
Kesehatan i ndividu isangat idipengaruhi ioleh idua ifaktor ipokok, iyaitu 
iperilaku idan ifaktor inon iperilaku. iFaktor iperilaku imenyangkut ipengetahuan 
i dan i sikap itentang i kesehatan i serta itindakannya iyang iberhubungan idengan 
ikesehatan iyang imeliputi ipenyehatan, ipencegahan, ipenyembuhan idan 
ipemulihan ikesehatan, iserta iupaya ipenunjang iyang idibutuhkan. 
2. Puskesmas 
a. Pengertian Puskesmas  
Pusat i Kesehatan i Masyarakat, i disingkat iPuskesmas i adalah 
i Organisasi ifungsional iyang imenyelenggarakan iupaya ikesehatan iyang 
ibersifat imenyeluruh, i terpadu, i merata, i dapat i diterima i dan i terjangkau 
i oleh imasyarakat, i dengan i peran i serta i aktif i masyarakat i dan 
i menggunakan ihasil i pengembangan iilmu ipengetahuan idan iteknologi 
i tepat i guna, idengan i biaya i yang i dapat i dipikul i oleh i pemerintah i dan 
i masyarakat. iUpaya ikesehatan itersebut idiselenggarakan idengan 
imenitikberatkan ikepada i pelayanan i untuk i masyarakat i luas i guna 
i mencapai i derajad ikesehatan i yang i optimal, i tanpa i mengabaikan i mutu 
i pelayanan i kepada iperorangan. i“Puskesmas iadalah iunit iorganisasi 
ipelayanan ikesehatan iyang imempunyai imisi isebagai ipusat ipengembangan 
ipelayanan ikesehatan iyang imelaksanakan ipembinaan idan ipelayanan 
                                                          




ikesehatan isecara imenyeluruh idan iterpadu iuntuk imasyarakat i yang itinggal 
idisuatu iwilayah ikerja itertentu” i(Munijaya, i2004:80-81). iDari ikonsep 
itersebut inampak ijelas ibahwa iPuskesmas imempunyai iperanan iyang isangat 
ipenting idalam imemelihara ikesehatan imasyarakat, iterutama ikesehatan 
imasyarakat imiskin idi iwilayah ikerjanya idalam iupaya imeningkatkan iderajat 
ikesehatan isecara ioptimal. iPuskesmas imempunyai iwewenang idan 
itanggung ijawab imemberikan ipelayanan ikesehatan ikepada iseluruh 
imasyarakat iyang isecara iadminitratif iberdomisili idi iwilayah ikerjanya. 
iBentuk ipelayanan ikesehatan iyang idiberikan iPuskesmas ibersifat 
imenyeluruh i(komprehensive ihealth icare iservise) iyaitu ipelayanan 
ikesehatan iyang imeliputi iaspek ipromotif, ipreventif, ikuratif idan 
irehabilitatif, iadapun iprioritas ipelayanan iPuskesmas iadalah ipelayanan 
ikesehatan idasar i(basic ihealth icare iservise i) iyang imengutamakan iupaya 
ipromosi idan ipencegahan i(public ihealth iservice). 
Sesuai idengan iperaturan iMendagri iNomor i5/74, iPuskesmas isecara 
iadministratif iberada idi ibawah iPemerintah iDaerah itingkat iII i(Bupati), 
itetapi isecara iteknis itetap idi ibawah itanggung ijawab iDepartemen iKesehatan 
i( imelalui ikantor iDepkes) itingkat iII i dan ikantor iWilayah iDepartemen 
iKesehatan iTingkat iI i). i Wewenang iuntuk imenetapkan iluas iwilayah ikerja 
iPuskesmas idilakukan ioleh iBupati iberdasarkan isaran iKepala iDinas 
iKesehatan iDati iII. iUsul itersebut iselanjutnya idiproses ioleh idinas iKesehatan 
itingkat iI idan ikantor iWilayah iDepartemen iKesehatan iPropinsi i(Muninjaya, 




imeliputi i1) iPemeriksaan, iPengelolaan idan iPerawatan, i2) iKesejahteraan iIbu 
idan ianak idan ikeluarga iberencana, i3) iPencegahan idan ipemberantasan 
ipenyakit imenular, i4) iHygiene idan isanitasi ilingkungan, i5) iPendidikan 
ikesehatan ipada imasyarakat, i6) iPerawatan ikesehatan i masyarakat, i 7) 
i Peningkatan i gizi, i 8) i Kesehatan i jiwa, i 9) iKesehatan igigi, i10) 
iKesehatan iSekolah, i11) ilaboratorium, idan i12) iPengumpulan idata-data 
iuntuk ipenilaian idan i perencanaan. 
b. Fungsi Puskesmas 
Menurut iBudioro i(2002:161), isecara ifungsional iPuskesmas 
i berperan isebagai iberikut iyaitu i: 
1) Sebagai ipusat ipembangunan imasyarakat idi iwilayah ikerjanya, iartinya 
iPuskesmas iberfungsi imembina idan imengkontrol ikesehatan iwilayah 
idan irakyatnya, iseperti imengawasi i(melalui isurveillans) idan 
imencegah ipenyakit imenular iserta ipenyakit ilain idalam imasyarakat, 
imemperbaiki ikesehatan ilingkungan iseperti ipengawasan itempat-
tempat iumum. 
2) Sebagai ipembina iperan iserta idi iwilayah ikerjanya idalam irangka 
imeningkatkan ikemampuan iuntuk ihidup isehat. 
3) Memberikan ipelayanan ikesehatan isecara imenyeluruh idan iterpadu 
ikepada imasyarakat idi iwilayah ikerjanya, iseperti ipengobatan iumum, 





3. Indikator Keluarga Miskin 
Indikator ikeluarga imiskin idiantaranya iadalah ipada ikelangsungan 
ikebutuhan idasarnya iyang ibelum iterpenuhi i baik isandang, ipangan, imaupun 
ipapan. iBerdasarkan itahapan itipe ikeluarga idibagi imenjadi ilima itahap iyaitu: i 
a. Keluarga Pra Sejahtera 
Keluarga iPra iSejahtera iadalah ikeluarga iyang ibelum idapat imemenuhi 
ikebutuhan idasar isecara iminimal iseperti ikebutuhan ipengajaran, iagama, 
ipangan, isandang, idan ikesehatan. iIndikator ikeluarga ipra isejahtera iyaitu: 
1) Melaksanakan i badah imenurut iagama ioleh imasing-masing ianggota 
ikeluarga. 
2) Pada iumumnya iseluruh ianggota ikeluarga imakan idua ikali isehari iatau 
ilebih. 
3) Pada i umumnya i seluruh i anggota i keluarga i belum i memiliki 
ipakaian iyang iberbeda iuntuk idi irumah iatau isekolah. 
4) Bagian iyang iterluas idari irumah imasih iberupa itanah idan ipapan. 
5) Bila i anak i sakit i tidak i dibawa i ke i sarana i atau i petugas i kesehatan, 
itetapi idiberi ipengobatan isecara itradisional 
b. Keluarga Sejahtera I 
Keluarga iSejahtera iI iadalah ikeluarga iyang itelah idapat imemenuhi 
ikebutuhan idasar isecara iminimal, itetapi ibelum idapat imemenuhi 
ikesleluruhan ikebutuhan isosial ipsikologinya, iyaitu ikebutuhan ipendidikan, 
iKB. iInteraksi idalam ikeluarga, i nteraksi idengan ilingkungan itempat itinggal 




1) Melaksanakan i ibadah i menurut i agama i masing - masing i yang  
idianut. 
2) Makan idua ikali isehari iatau ilebih. 
3) Pakaian iyang iberbeda iuntuk iberbagai ikeperluan. 
4) Lantai irumah ibukan idari itanah. 
5) Kesehatan i(bila iada ikeluarga iyang isakit idibawa ike ipetugas  
ikesehatan). 
c. Keluarga Sejahteta II 
Keluarga iSejahtera iII iadalah ikeluarga iyang itelah idapat imemenuhi 
ikebutuhan idasar isecara iminimal iserta itelah imemenuhi iseluruh ikebutuhan 
i sosial i psikologinya, i tetapi i belum i dapat i memenuhi ikebutuhan 
ipengembangan iseperti ikebutuhan iuntuk imenabung idan imemperoleh 
i nformasi. iIndikator ikeluarga isejahtera iII iyaitu: 
1) Indikator iKeluarga iSejahtera iI. 
2) Anggota ikeluarga imelaksanaan i badah isecara iteratur imenurut iagama 
imasing-masing iyang idianut, imakan idaging/telur/ikan isebagai ilauk 
ipauk ipaling ikurang isekali idalam iseminggu. 
3) Memperoleh ipakaian ibaru idalam isatu itahun iterakhir. 
4) Luas ilantai itiap ipenghuni irumah i8m² iperorangan. 
5) Anggota ikeluarga isehat idalam itiga ibulan iterakhir 
isehingga idapat imelaksanakan ifungsi imasing-masing. 





7) Bisa imembaca itulis ibagi iseluruh ianggota ikeluarga idewasa iyang 
iberumur i10 isampai i60 itahun. 
8) Anak iusia isekolah i(7-15) ibersekolah. 
9) Anak ihidup idua iatau ilebih, isaat i ni imemakai ikontrasepsi. 
d. Keluarga Sejahtera III 
Keluarga iSejahtera iIII iadalah ikeluarga iyang itelah idapat iseluruh 
idasar, ikebutuhan isosial ipsikologi idan ikebutuhan ipengembangan, itetapi 
ibelum idapat imemberikan isumbangan i(kontribusi) iyang imaksimal 
iterhadap imasyarakat isecara iteratur i(dalam i waktu itertentu) idalam ibentuk 
imaterial idan ikeuangan iuntuk isosial ikemasyarakatan, ijuga iberperan isecara 
iaktif idengan imenjadi ipengurus ilembaga ikemasyarakatan iatau iyayasan 
isosial, ikeagamaan, ikesenian, iolah iraga, idan ipendidikan, idan isebagainya. 
iIndikator iKelurga iMiskin iSejahtera iIII iyaitu: 
1) Indikator iKeluarga iSejahtera iII iditambah. 
2) Upaya i keluarga i untuk i meningkatkan/menambah i pengetahuan 
iagama. 
3) Keluarga imempunyai itabungan. 
4) Makan ibersama ipaling ikurang isekali isehari. 
5) Ikut iserta idalam ikegiatan imasyarakat. 
6) Rekreasi ibersama/penyegaran ipaling ikurang i6 ibulan. 
7) Memperoleh i berita i dari i surat i kabar, i radio, i TV, i dan i majalah, 




e. Keluarga Sejahtera III Plus 
Keluarga iSejahtera iIII iPlus iadalah ikeluarga iyang itelah imemenuhi 
iseluruh ikebutuhannya ibaik ibersifat idasar, isosial i psikologis, imaupun 
ipembangunan, iserta itelah imampu imemberikan isumbangan iyang inyata idan 
iberkelanjutan ibagi imasyarakat. iIndikator iKeluarga iSejahtera iIII iPlus 
iyaitu: 
1) Indikator iKeluarga iSejahtera iIII iditambah. 
2) Memberikan isumbangan isecara iteratur i(waktu 
itertentu) idan isuka irela idalam ibentuk imaterial 
imasyarakat. 
3) Aktif isebagai ipengurus iyayasan/partai. 
Berdasarkan ikelima itahapan ikeluarga itersebut, iyang itermasuk i ndikator 
ikeluarga imiskin iadalah ikeluarga ipra isejahtera idan ikeluarga isejahtera iI. 
iBKKBN imenetapkan isembilan i ndikator ikeluarga imiskin: 
1) Tidak idapat imakan idua ikali iatau ilebih. 
2) Tidak i bisa i menyediakan i daging/ikan/telur i sebagai i lauk ipauk ipaling 
ikurang i1 iminggu isekali. 
3) Tidak imemiliki ipakaian iyang iberbeda iuntuk isetiap iaktifitas. 
4) Tidak i biasa i memperoleh i pakaian i baru i minimal i satu i setel isetahun 
isekali. 
5) Bagian iterluas ilantai irumah idari itanah. 





7) Tidak i ada i anggota i keluarga i keluarga i berusia i 15 i tahun imempunyai 
ipenghasilan itetap. 
8) Bila ianak isakit/keluarga isakit itidak ibisa ike ifasilitas ikesehatan. 
9) Anak iberusia i7-15 itahun itidak ibersekolah.43 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Puskesmas Balapulang Kabupaten Tegal 
1. Sejarah Singkat  
Puskesmas iBalapulang iPada itahun i1994 ipuskesmas iyang iada idi 
ikecamatan ibalapulang idipecah imenjadi i2 iyaitu ipuskesmas ibalapulang idan 
ipuskesmas iBalapulang, ipuskesmas ibalapulang imengampu idesa ibalapulang 
ikulon, idesa ibalapulang iwetan, idesa ibanjar ianyar, idesa idanawarih, idesa 
isangkanjaya, idesa icilongok, idesa, icenggini idan idesa icibunar.sedangan 
ipuskesmas iBalapulang imengampu idesa-desa iyang iada idi idaerah ipegunungan 
imeliputi idesa idanareja, idesa iBalapulang, idesa iharjowinangun, idesa 
ikarangjambu, idesa ikaliwungu, idesa ipamiritan, idesa isesepan idan idesa 
itembongwah. iKemudian isejak itahun i2000an imulai imelakukan idiversifikasi 
ipelayanan ikesehatan iyang itadinya ihanya iberupa ipelayanan idalam irawat ijalan 
i(balai ipengobatan iumum, iBP iGigi, iKIA, iKB) ilaboratorium idikembangkan 
ilagi ikonseling igizi, ikesehatan ilingkungan idan ikegiatan ipromotif ilainnya. 
iSeiring idengan iberjalannya iwaktu ipelayanan ikesehatan idipuskesmas imakin 
iberkembang iBalapulang isemakin iberkembang idengan iadanya irawat i nap idan 
iponed. iKedua ijenis ipelayanan ikesehatan i ni imulai iaktif idibuka ipada ibulan 
ioktober itahun i2013 idan isampai isaat i ni isemakin iberkembang idan imeningkat. 
iPuskesmas iBalapulang imenempati ilokasi ididesa iBalapulang iKecamatan 
iBalapulang iKabupaten iTegal, iyang iberalamat idi ijalan iraya i59 iselatan 




idipinggir ijalan iraya. isejak iawal iberdirinya i1995 isampai isekarang, iPuskesmas 
iBalapulang itelah imengalami ibeberapa ipeningkatan ibaik imengenai ifisik 
ibangunan, isaran idan iprasarana ipuskesmas ihingga ipeningkatan isumber idaya 
imanusianya. iDalam iupaya imenghadapi ipersaingan iglobal, iterutama iterhadap 
ikompetitor ilayanan isejenis, ipuskesmas iBalapulang iberusaha imemenangkan 
ipersaingan idengan icara imenjaga imutu ilayanan, ileader idalam iSDM idan isarana 
iprasarana idan iterjangkau ioleh isemua ilapisan imasyarakat iSelain i tu, imasih 
ibanyak ipeluang-peluang iusaha iyang ibelum idigali iatau ibelum ioptimal. 
iApabila ihal itersebut idiolah, idimanfaatkan idan ilebih idiberdayakan, itentu isaja 
iakan idapat imeningkatkan iakar ibisnis idan idapat imendatangkan itambahan 
ipendapatan iyang iujungnya imeningkatnya ijenis idan ikualitas ilayanan isehingga 
isemakin imenguatkan iposisi ipuskesmas iBalapulang idiwilayah iselatan 
ikab.tegal. iUntuk ikepentingan idiatas, iselain iadanya ipotensi iyang iada itentunya 
imasih ibanyak ikekurangan idan ikelemahan idalam ihal imemberikan 
ipelayanan.misalnya: ikurang iramahnya ipetugas, iwaktu itunggu ipasien iterlalu 
ilama idan ilain-lain. iJika imutu ipelayanan imeningkat, imaka idiharapkan iakan 
ilebih imeningkatkan ikunjungan iyang iberdampak ipada ipeningkatan 
ipendapatan ipuskesmas. i 
2. Pengertian dan fungsi Puskesmas  
a. Pengertian 
Pusat iKesehatan iMasyarakat i(Puskesmas) ifasilitas ipelayanan 




ipertama, idengan ilebih imengutamakan iupaya ipromotif idan ipreventif iuntuk 
imencapai iderajat ikesehatan imasyarakat iyang isetinggi-tingginya. 
b. Fungsi 
1. Sebagai pusat pembangunan kesehatan masyarakat diwilayah 
kerjanya 
2. Membina peran serta masyarakat diwilayah kerjanya dalam rangka 
meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat 
3. Memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu 
kepada masyarakat diwilayah kerjanya.  
3. Visi Misi Puskesmas Balapulang Kecamatan Balapulang Kabupaten 
Tegal 
a. Visi 
“Menjadi puskesmas yang unggul sebagai pilihan masyarakat”. 
b. Misi 
1) Memberikan pelayanan yang cepat dan terjangkau. 
2) Memberikan pelayanan secara paripurna. 
3) Memberdayakan dan mendorong kemandirian masyarakat dalam 
pembangunan kesehatan dengan mengupayakan perilaku hidup 
bersih dan sehat. 






c. Job Deskripsi di Puskesmas Balapulang Kabupaten Tegal 
1) Kepala Puskesmas Balapulang.  
a) Tugas pokok 
Mengusahakan agar fungsi puskesmas dapat diselenggarakan 
dengan baik 
b) Fungsi 
(1) Sebagai seorang dokter 
(2) Sebagai manajer 
c) Tanggung jawab 
(1) Melaksanakan fungsi-fungsi manajemen 
(2) Mengkordinir kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat 
(3) Mengkordinir pengembangan PKMD 
(4) Membina petugas dalam meningkatkan mutu pelayanan 
(5) Menyusun perencanaan kegiatan puskesmas dengan 
dibantu oleh staf puskesmas. 
2) Kasubag Tata Usaha  
a) Tugas Pokok 
Memimpin dan melaksanakan kegiatan administrasi 
perkantoran kepegawaian, keuangan ,asset dan perencanaan 
sesuai dengan peraturan yang berlaku agar berjalan dengan 





b) Kegiatan pokok 
(1) Merencanakan kegiatan pada bagain tata usaha sesuai 
dengan rencana strategis puskesmas untuk kelancaran 
tugas. 
(2) Membagi tugas administrasi pada bagian tata usaha sesuai 
dengan tugas dan fungsi untuk menjamin kelancaran tugas 
(3) Membimbing bawahan petugas administrasi pada bagian 
tata usaha sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk 
menjamin kelancaran tugas 
(4) Memeriksa hasil kegiatan administrasi pada bagian tata 
usaha sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk 
menjamin kelancaran tugas 
(5) Menyusun laporan tahunan Puskesmas sesuai dengan hasil 
kegiatan atau program puskesmas. 
3) Kepegawaian  
a) Tugas pokok  
Membuat laporan kepegawean (absensi,lap.triwulan,tahunan)  
b) Kegiatan Pokok 
(1) Mengetik DP 3 yang sudah diisi nilai oleh atasan lagsung  
(2) Mendata dan mengarsipkan file pegawai  
(3) merekap absensi membuat perencanaan untuk 





4) Pengelolaan keuangan  
a) Tugas pokok 
Melaksanakan pengelolaan penatausahaan keuangan dengan 
tertib sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku  
b) Kegiatan pokok  
(1) Menyiapkan kas umum  
(2) Menyelenggarakan kepengurusan keuangan  
(3) Menyelenggarakan kepengurusan keuangan  
5) Pengurus barang  
a) Tugas pokok 
Membuat laporan inventaris  
b) Kegiatan pokok 
(1) Menerima dan mencatat barang-barang atau alat medis 
dan non medis yang dikirim ke puskesmas  
(2) Melaksanakan pencatatan keluar masuknya barang pada 
buku inventaris barang atau alat medis dan non medis  
6) System informasi puskesmas  
a) Tugas pokok 
Mengumpulkan dan mengecek laporan puskesmas dikirim ke 
puskesmas  
b) Kegiatan pokok  




(2) Mengidentifikasi masalah program dari hasil visualisasi 
data  
(3) Bersama-sama team data dan informasi menyusun laporan 
puskesmas  
7) Ukm esensial dan keperawatan kesmas  
a) Tugas pokok  
(1) Penyelenggaraan pelayanan promosi kesehatan dan uks  
(2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan lingkungan  
b) Kegiatan pokok  
(1) Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan promosi 
kesehatan dan uks, kesehatan lingkungan, kia-kb,yang 
bersifat ukm.  
(2) Mengkordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan lingkup 
ukm esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat.  
8) Promosi kesehatan 
a) Tugas pokok 
(1) Perencanaan penyusunan program dan kegiatan seksi 
promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan 
masyarakat  
(2) Pengoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan 
kegiatan seksi promosi kesehatan dan pemberdayaan 





b) Kegiatan pokok 
(1) Menyusun program rencana program dan kegiatan seksi 
promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan 
masyarakat  
(2) Menyiapkan bahan program pembinaan dan pendataan 
perilaku hidup bersih dan sehat  
9) Ukm pengembangan  
a) Tugas pokok  
(1) Bertanggung jawab terhadap kegiatan pelayanan ukm di 
puskesmas  
(2) Menggali potensi dibidang kesehatan melalui kelompok 
masyarakat.  
b) Kegiatan pokok  
(1) Menyusun rencana kegiatan pelayanan kesehatan jiwa 
berasarkan data dan program puskesmas dan ketentuan 
peraturan undang-undang yang berlaku sebagai pedoman 
kerja 
(2) Mengevaluasi hasil kegiatan pelayanan kesehatan jiwa 





10) Kesehatan jiwa 
a) Tugas pokok 
Membuat perencanaan, melaksanakan program kesehatan jiwa, 
mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kegiatan 
program kesehatan jiwa. 
b) Kegiatan pokok  
(1) Melaksanakan rujukan sesuai kasus 
(2) Melakukan penyuluhan kesehatan jiwa  
11) Ukp kefarmasian dan laboratorium  
a) Tugas pokok  
(1) Menyusun kebijakan kepala puskesmas, keputusan kepala 
puskesmas tentang pelayanan klinis dan pedoman 
pelayanan klinis puskesmas. 
(2) Mengkordinir tenaga pelaksana dipoli umum,  
b) Kegiatan pokok 
(1) Mencatat kunjungan 
(2) Mengisi data pada rekam medic pasien  
12) Pj ruang pemeriksaan umum dan anak  
a) Tugas pokok  
(1) Menyusun RUK poli anak 9mtbm/mtbs)  
(2) Menerima pasien yang datang berobat ke puskesmas  
b) Kegiatan pokok  




(2) Melaksanakan rujukan  
13) Jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring  
a) Tugas pokok  
(1) Melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan 
pembangunan kesehatan diwilayah kerjanya dalam ranga 
mendukung terwujudnya kecamatan sehat. 
(2) Mengusahakan agar kegiatan dijaringan pelayanan dan 
jejaring fasilitas pelayanan kesehatan dapat 
diselenggarakan dengan baik.  
b) Kegiatan pokok  
(1) Keluarga berencana  
(2) Usaha peningkatan gizi  
(3) Melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan kepala 
puskesmas 
14) Bidan desa  
a) Tugas pokok 
(1) Melaksanakan kegiatan puskesmas diwilayah kerjanya 
berdasarkan urutan prioritas masalah kesehatan yang 
dihadapi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan 
diberikan 
(2) Menggerakan dan membina masyarakat desa diwilayah 
kerjanya agar tumbuh kesadaran untuk dapat berperilaku 




b) Kegiatan pokok  
(1) Pendataan penduduk dan pemetaan  
(2) Membuat rencana kerja bulanan dan tahunan. 
4. Asas Pengelolaan Puskesmas 
Sebagai isarana ipelayanan ikesehatan itingkat ipertama idi iIndonesia, 
ipengelolaan iprogam ikerja ipuskesmas iberpedoman ipada iempat iasas ipokok, 
iyaitu i(Azwar, i2003:120-121) i: i 
1. Asas ipertanggungjawaban iwilayah, iPuskesmas iharus ibertanggung ijawab 
iatas isemua imasalah ikesehatan iyang iterjadi idi iwilayah ikerjanya, imaka 
ibanyak idilakukan iberbagai iprogam ipemeliharaan ikesehatan idan 
ipencegahan ipenyakit iyang imerupakan ibagian idari ipelayanan ikesehatan 
imasyarakat. iSehingga idapat idikatakan ibahwa iPuskesmas itidak ihanya 
ipasif iyaitu imelayani ikunjungan ipasien itetapi ijuga iharus iaktif iyaitu 
imemberikan ipelayanaan ikesehatan isedekat imungkin idengan imasyarakat. 
2. Asas iperan iserta imasyarakat, iDalam imenyelenggarakan iprogam ikerjanya, 
iPuskesmas iharus imenyelenggarakan iasas iperan iserta imasyarakat. 
iArtinya, iberupaya imelibatkan imasyarakat idalam imenyelenggarakan  
iprogam ikerja itersebut, imisalnya iperan iserta imasyarakat idalam ikegiatan 
iPosyandu. 
3. Asas iketerpaduan, iPuskesmas iharus iberupaya imemadukan ikegiatan 
itersebut ibukan isaja idengan iprogam ikesehatan ilainnya i (lintas iprogam) 
itetapi ijuga idengan iprogam idari isektor ilain i(lintas isektoral). iDengan 




isedangkan ibagi imasyarakat ilebih imudah imemperoleh ipelayanan 
ikesehatan. 
4. Asas irujukan, ibila iPuskesmas itidak imampu imenangani i suatu imasalah 
ikesehatan itertentu, imaka iPuskesmas iharus imerujukkan ike isarana 
ikesehatan iyang ilebih imampu. iMisalnya isaja irumah isakit idan iberbagai 
ilembaga ipelayanan ikesehatan ilainnya. 
“Pelayanan rawat jalan, Pelayanan rawat jalan (ambulatory servise) 
adalah salah satu bentuk dari pelayanan kedokteran. Secara 
sederhana yang dimaksudpelayanan rawat jalan adalah pelayanan 
kedokteran yang disediakan untuk pasien tidak dalam bentuk rawat 
inap” (Azwar, 2003:119). 
5. Susunan Organisasi Puskesmas 
Susunan iOrganisasi iPuskesmas iterdiri idari i: 
a. Kepala Puskemas 
Kepala iPuskesmas imempunyai itugas imelaksanakan isebagian itugas iDinas 
iKesehatan idi ibidang ipelayanan ikesehatan idasar ikepada imasyarakat 
b. Subbagian Tata Usaha 
Subbagian iTata iUsaha imempunyai itugas imelaksanakan ipenyiapan ibahan 
iperumusan ikebijakan, ikoorsinasi, ipembinaan, idan ipengendalian idi 






c. Kelompok Jabatan Fungsional 
Kelompok iJabatan iFungsional imempunyai itugas isesuai idengan ijabatan 
iFungsional imasing-masing iberdasarkan iperaturan iperundang-undangan 
iyang iberlaku idalam imenunjang itugas iPuskesmas. (Peraturan iBupati 
iTegal inomor i3 itahun i2009 itentang iOrganisasi idan iTata iKerja iUnit 
iPelaksanaan iTeknis iPada iDinas iDaerah iKabupaten iTegal) 
6. Upaya Puskesmas Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Terhadap 
Keluarga Miskin 
Puskesmas isebagai ipenyelenggara ilayanan ikesehatan itingkat idasar 
imemiliki iperan ipenting idalam imemberikan ipelayanan ikesehatan ibagi 
imasyarakat isekitarnya iterutama ikesehatan ikeluarga imiskin. iSalah isatu iupaya 
iPuskesmas idalam imemberikan ipelayanan ikesehatan ibagi ikeluarga imiskin 
iadalah imelalui iprogam ipemberian ipelayanan ikesehatan igratis. iBerdasarkan 
iUndang-Undang i1945 ipasal i28 iH idan iUndang-Undang iNomor i36/2009 
itentang ikesehatan, imenetapkan ibahwa isetiap iorang iberhak imendapatkan 
ipelayanan ikesehatan. i Karena iitu isetiap i indivu, ikeluarga idan imasyarakat 
iberhak imemperoleh iperlindungan i terhadap ikesehatannya, idan iNegara 
ibertanggungjawab imengatur iagar iterpenuhi ihak ihidup isehat ibagi 
ipenduduknya itermasuk ibagi imasyarakat imiskin idan itak imampu. iSehubungan 
idengan ihal itersebut, imaka iuntuk imenjamin iakses ipenduduk imiskin iterhadap 
ipelayanan ikesehatan isebagaimana idiamanatkan idalam iUndang-Undang 
iDasar i1945, isejak itahun i2005 itelah idiupayakan iprogam ikesehatan i untuk 




iProgam iJaminan iPemeliharaan iKesehatan iMasyarakat iMiskin i(JPKMM). 
iTetapi, iuntuk imenghindari ikesalahpahaman idalam ipenjaminan iterhadap 
imasyarakat imiskin iyang imeliputi isangat imiskin, imiskin idan imendekati 
imiskin, iprogam itersebut iberganti inama imenjadi iJaminan iKesehatan 
iMasyarakat iatau ilebih idikenal idengan iJAMKESMAS. i 
Jaminan iKesehatan iMasyarakat i(JAMKESMAS) iadalah iprogam 
ipemerintah idalam imemberikan ipelayanan ikesehatan iuntuk imeningkatkan 
iakses idan imutu ipelayanan ikesehatan iterhadap iseluruh imasyarakat imiskin idan 
itidak imampu iagar itercapai iderajat ikesehatan imasyarakat iyang ioptimal isecara 
iefektif idan iefisien. iProgam i ni idiselenggarakan isecara inasional iagar iterjadi 
isubsidi isilang idalam irangka imewujudkan ipelayanan ikesehatan iyang 
imenyeluruh ibagi imasyarakat imiskin ikhusunya idi iPuskesmas isebagai 
ipenyedia ipelayanan ikesehatan itingkat ipertama. iTujuan ipenyelenggaraan 
iProgam iJaminan iKesehatan iMasyarakat isecara iumum iadalah iuntuk 
imeningkatkan iakses idan imutu ipelayanan ikesehatan iterhadap iseluruh 
imasyarakat imiskin idan itidak imampu iagar itercapai iderajat ikesehatan 
imasyarakat iyang ioptimal isecara iefektif idan iefisien. iSedangkan itujuan ikhusus 
idari ipenyelenggaraan iprogam iJaminan iKesehatan iMasyarakat iada itiga 
imacam, iyaitu i: 
a. Meningkatkan cakupan masyarakat miskin dan tidak mampu yang 
mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas serta jaringannya dan di 
Rumah Sakit. 




c. Terselenggaranya pengelolaaan keuangan yang transparan dan 
akuntabel, accessed 26 November 2010. 
Penyelenggaraan iJaminan iKesehatan iMasyarakat itidak ilepas idari iperan 
i nstansi ikesehatan idasar iyang iterkait iseperti iPuskesmas idan iPuskesmas 
ipembantu. iDalam imelaksanakan iprogam ikesehatan imasyarakat imiskin 
itersebut, iPuskesmas isebagai ipihak ipenyelenggara iprogam ibanyak 
imenghadapi ikendala ibaik i nternal imaupun ieksternal. iMasalah i nternal 
itersebut iterjadi ikarena i: 
1. Kurangnya antusiasme petugas kesehatan di Puskesmas dalam 
memberikan pelayanan pada keluarga miskin. Hal itu disebabkan jasa 
pelayanan yang lebih rendah dibanding jasa tarif peraturan daerah. 
2. Lemahnya penerapan standar pelayanan di puskesmas, sehingga biaya 
operasional menjadi lebih tinggi. 
3. Adanya administrasi yang kompleks sehingga penanganan dan 
penagihan finansial sering terlambat. 
Masalah ieksternal iPuskesmas imencakup ipersoalan ikeluarga imiskin i tu 
isendiri, iseperti iyang iterkait idenagn imasalah istandarisasi ikeluarka imiskin idan 
imenyangkut ipula ivaliditas ipendataanya. iAkibatnya, ikeluarga imiskin iyang 
idatang ike iPuskesmas itidak ihanya iterdaftar, itetapi ijuga imasyarakat iyang 
ibukan idari ikeluarga imiskin. iSelain i tu, iadanya ipetugas idi iluar iPuskesmas 
iyang i kut iterlibat imengurus ikeluarga imiskin iserta isistem ipelayanannya 
i yang ibelum isempurna imenyebabkan ikebijakan idisetiap idaerah iberbada-




ikhususnya ibagi ikalangan imasyarakat imiskin. iMasalah ilain iyang idihadapi 
iPuskesmas idalam imemlayani i kesehatan ikeluarga imiskin imelalui iprogam 
iJaminan iKesehatan iMasyarakat iadalah iakses iterhadap iPuskesmas iyang imasih 
iterbatas. iAkses iterhadap ipelayanan ikesehatan ibisa idiartikan isebagai 
ikesempatan iatau icara iorang iseseorang iuntuk idapat imemperoleh ipelayanan 
ikesehatan. iSecara iumum iakses i ni iberkaitan idengan i3 ihal: i 
a. Ketersediaan pelayanan kesehatan yang kontinyu/terus menerus, 
sehingga jika masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan mereka 
dapat menggunakanya tanpa dibatasi waktu. 
b. Kemudahan dan kecepatan masyarakat dapat segera memperoleh 
pelayanan dari tenaga/fasilitas kesehatan, yang dalam hal ini berkaiatan 
denagn aspek geografis, jarak tempuh, kemudahan alat transportasi, 
tingkat kesulitan medan, atau lainnya. 
c. Biaya pelayanan kesehatan yang tidak memberatkan/terjangkau 
mesyarakat, khususnya bagi masyarakat miskin 
Selain iprogram iJamkesmas ipemerintah idaerah ijuga i mengeluarkan 
iprogram iJaminan iKesehatan iDaerah. iProgam i ni iuntuk imemberikan 
ipelayanan ikesehatan ibagi imasyarakat imiskin idiluar ikuota iJaminan iKesehatan 
iMasyarakat i(Jamkesmas) iyang ibelum imemiliki ijaminan ikesehatan. i 
Tujuan iprogam iJaminan iKesehatan iDaerah imeliputi i: 
a. Tujuan umum Jaminan Kesehatan Daerah adalah memberi 




paripurna dengan sistem jaminan kesehatan yang tak terkendali, baik 
mutu maupun biaya. 
b. Tujuan khusus Jaminan Kesehatan Daerah meliputi : 
1) Tersedianya anggaran dari pemerintah Daerah sebagai dana 
praupaya pengganti premi untuk menjamin pelayanan kesehatan 
bagi peserta yang tidak tercakup dalam program Jaminan 
Pelayanan Kesehatan Pemerintah (Jamkesmas) dan Jaminan 
kesehatan lainnya. 
2) Terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi peserta dengan sistem 
Jaminan dalam Program Jaminan Kesehatan Daerah.  
3) Terselenggaranya mekanisme koordinasi, pembimbingan, 
embinaan serta pengawasan program Jaminan Kesehatan Daerah. 
(Pasal 2 Peraturan Bupati Tegal nomor 32 tahun 2010). 
B. Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2020 tentang Jenis dan 
Tarif Pelayanan Puskesmas bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Tegal. 
1. Jenis dan Tarif Pelayanan Puskesmas 
Undang-Undang iNomor i36 iTahun i2009 imenjelaskan ibahwa ikesehatan 
iadalah ikeadaan isehat, ibaik isecara ifisik, imental, ispritual imaupun isosial iyang 
imemungkinkan isetiap iorang iuntuk ihidup iproduktif isecara isosial idan 
iekonomis, ioleh ikarena i tu, isetiap ielemen imasyarakat ibaik i ndividu, ikeluarga, 
iberhak imemperoleh ipelayanan iatas ikesehatannya idan ipemerintah 




imengawasi ipenyelenggaraan ikesehatan isecara imerata idan iterjangkau ioleh 
imasyarakat. iSalah isatu ibentuk iupaya ipemerintah idalam imenyelenggarakan 
ikesehatan ikepada imasyarakat imaka idi itiap ikecamatan idibangun i nstansi 
ipemerintah isebagai iunit ipenyelenggara ipelayanan ikesehatan imasyarakat, 
iyakni iPusat iKesehatan iMasyarakat iatau iyang ibiasa idisebut iPuskesmas. i 
Peraturan imenteri ikesehatan irepublik iIndonesia inomor i75 itahun i2014 
itentang iPusat iKesehatan iMasyarakat i(Puskesmas) iadalah ifasilitas ipelayanan 
ikesehatan iyang imenyelenggarakan iupaya ikesehatan imasyarakat idan iupaya 
ikesehatan iperseorangan itingkat ipertama, idengan ilebih imengutamakan iupaya 
ipromotif idan ipreventif, iuntuk imencapai iderajat ikesehatan imasyarakat iyang 
isetinggi-tingginya idi iwilayah ikerjanya.Puskesmas imerupakan iunit ipelaksana 
iteknis ikesehatan idi ibawah isupervisi iDinas iKesehatan iKabupaten/Kota. 
iSecara iumum, imereka iharus imemberikan ipelayanan ipreventif, ipromotif, 
ikuratif isampai idengan irehabilitatif ibaik imelalui iupaya ikesehatan iperorangan 
i(UKP) iatau iupaya ikesehatan imasyarakat i(UKM). iPuskesmas idapat 
imemberikan ipelayanan irawat i nap iselain ipelayanan irawat ijalan. iUntuk 
imemberikan ipelayanan iyang ibaik itentunya iselalu idiusahakan iadanya 
ipeningkatan ikualitas ipelayanan iguna imencapai iderajat ikesehatan iyang 
ioptimal ibagi iseluruh imasyarakat. i 
Puskesmas iBalapulang iadalah isalah isatu ipuskesmas iyang iada idi 
iKabupaten iTegal. iDi iPuskesmas iBalapulang iterdapat i3 ijenis ipelayanan, iyaitu 
a. Pelayanan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat) yang terdiri dari UKM 




1) Upaya Promosi Kesehatan;  
2) Upaya Kesehatan Kesehatan Lingkungan;  
 Upaya KIA dan KB;  
 Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat;  
 Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit (P2);  
 Upaya Perawatan Kesehatan Masyarakat atau KS (Keluarga 
Sehat);  
 Upaya Pencegahan Faktor Resiko PTM (Penyakit Tidak 
Menular)  
b. UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat) Pengembangan, jenis 
pelayanannya yaitu :  
 Kesehatan Lansia;  
 Kesehatan Jiwa dan IPWL;  
 Kesehatan Indera;  
 Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer;  
 Upaya Kesehatan Sekolah (UKS);  
 Kesehatan Olahraga;- Upaya Kesehatan Gigi Anak Sekolah 
(UKGS)  
 Upaya Kesehatan Kerja  
2. Upaya Kesehatan Perorangan dan Penunjang, jenis layanannya yaitu :  
a. Rawat Jalan  
 Poli Umum  




 Poli Lansia  
 Poli Gigi  
 Poli KIA dan KB  
 VK (verior Kamer)  
 Poliklinik Sehat (Gilingan Mas)  
 Poli PTM (Penyakit Tidak Menular)  
 Poliklinik VCT/HIV AIDS  
 Poliklinik Pelayanan Kesehatan TB/Kusta yang terlatih  
 Poli Keswa  
b. Rawat Inap  
c. UGD 24 jam  
d. Apotik  
e. Laboratorium Sederhana  
3. Jejaring  
a. Klinik  
b. Dokter Praktek  
c. Bidan Praktek Mandiri  




















C. Asas Pengelolaan Puskesmas 
Sebagai isarana ipelayanan ikesehatan itingkat ipertama idi iIndonesia, 
ipengelolaan iprogam ikerja ipuskesmas iberpedoman ipada iempat iasas ipokok, iyaitu 
i(Azwar, i2003:120-121) i: i 
1. Asas ipertanggungjawaban iwilayah, iPuskesmas iharus ibertanggung ijawab 
iatas isemua imasalah ikesehatan iyang iterjadi idi iwilayah ikerjanya, imaka 
ibanyak idilakukan iberbagai iprogam ipemeliharaan ikesehatan idan 
ipencegahan ipenyakit iyang imerupakan ibagian idari ipelayanan ikesehatan 
imasyarakat. iSehingga idapat idikatakan ibahwa iPuskesmas itidak ihanya ipasif 
iyaitu imelayani ikunjungan ipasien itetapi ijuga iharus iaktif iyaitu imemberikan 
ipelayanaan ikesehatan isedekat imungkin idengan imasyarakat. 
2. Asas iperan iserta imasyarakat, iDalam imenyelenggarakan iprogam ikerjanya, 
iPuskesmas iharus imenyelenggarakan iasas iperan iserta imasyarakat. iArtinya, 
iberupaya imelibatkan imasyarakat idalam imenyelenggarakan iprogam ikerja 
itersebut, imisalnya iperan iserta imasyarakat idalam ikegiatan iPosyandu. 
3. Asas iketerpaduan, iPuskesmas iharus iberupaya imemadukan ikegiatan 
itersebut ibukan isaja idengan iprogam ikesehatan ilainnya i (lintas iprogam) 
itetapi ijuga idengan iprogam idari isektor ilain i(lintas isektoral). iDengan 
idilaksanakannya iasas i ni iPuskesmas idapat imenghemat isumber idaya, 
isedangkan ibagi imasyarakat ilebih imudah imemperoleh ipelayanan 
ikesehatan. 
4. Asas irujukan, ibila iPuskesmas itidak imampu imenangani i suatu imasalah 




ikesehatan iyang ilebih imampu. iMisalnya isaja irumah isakit idan iberbagai 
ilembaga ipelayanan ikesehatan ilainnya. 
“Pelayanan rawat jalan, Pelayanan rawat jalan (ambulatory servise) 
adalah salah satu bentuk dari pelayanan kedokteran. Secara sederhana 
yang dimaksud pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kedokteran yang 
disediakan untuk pasien tidak dalam bentuk rawat inap” (Azwar, 
2003:119). 
D. Upaya Puskesmas Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Terhadap 
Keluarga Miskin 
Puskesmas isebagai ipenyelenggara ilayanan ikesehatan itingkat idasar 
imemiliki iperan ipenting idalam imemberikan ipelayanan ikesehatan ibagi imasyarakat 
isekitarnya iterutama ikesehatan ikeluarga imiskin. iSalah isatu iupaya iPuskesmas 
idalam imemberikan ipelayanan ikesehatan ibagi ikeluarga imiskin iadalah imelalui 
iprogam ipemberian ipelayanan ikesehatan igratis. iBerdasarkan iUndang-Undang 
i1945 ipasal i28 iH idan iUndang-Undang iNomor i36/2009 itentang ikesehatan, 
imenetapkan ibahwa isetiap iorang iberhak imendapatkan ipelayanan ikesehatan. 
iKarena iitu isetiap i indivu, ikeluarga idan imasyarakat iberhak imemperoleh 
iperlindungan i terhadap ikesehatannya, idan iNegara ibertanggungjawab imengatur 
iagar iterpenuhi ihak ihidup isehat ibagi ipenduduknya itermasuk ibagi imasyarakat 
imiskin idan itak imampu. iSehubungan idengan ihal itersebut, imaka iuntuk imenjamin 
iakses ipenduduk imiskin iterhadap ipelayanan ikesehatan isebagaimana idiamanatkan 
idalam iUndang-Undang iDasar i1945, isejak itahun i2005 itelah idiupayakan iprogam 
ikesehatan i untuk imengatasi imasalah ikesehatan ikeluarga imiskin imelalui 




iMiskin i(JPKMM). iTetapi, iuntuk imenghindari ikesalahpahaman idalam 
ipenjaminan iterhadap imasyarakat imiskin iyang imeliputi isangat imiskin, imiskin 
idan imendekati imiskin, iprogam itersebut iberganti inama imenjadi iJaminan 
iKesehatan iMasyarakat iatau ilebih idikenal idengan iJaminan iKesehatan 
iMasyarakat. 
Jaminan iKesehatan iMasyarakat i(JAMKESMAS) iadalah iprogam 
ipemerintah idalam imemberikan ipelayanan ikesehatan iuntuk imeningkatkan iakses 
idan imutu ipelayanan ikesehatan iterhadap iseluruh imasyarakat imiskin idan itidak 
imampu iagar itercapai iderajat ikesehatan imasyarakat iyang ioptimal isecara iefektif 
idan iefisien. iProgam i ni idiselenggarakan isecara inasional iagar iterjadi isubsidi 
isilang idalam irangka imewujudkan ipelayanan ikesehatan iyang imenyeluruh ibagi 
imasyarakat imiskin ikhusunya idi iPuskesmas isebagai ipenyedia ipelayanan 
ikesehatan itingkat ipertama. iTujuan ipenyelenggaraan iProgam iJaminan iKesehatan 
iMasyarakat isecara iumum iadalah iuntuk imeningkatkan iakses idan imutu ipelayanan 
ikesehatan iterhadap iseluruh imasyarakat imiskin idan itidak imampu iagar itercapai 
iderajat ikesehatan imasyarakat iyang ioptimal isecara iefektif idan iefisien. iSedangkan 
itujuan ikhusus idari ipenyelenggaraan iprogam iJaminan iKesehatan iMasyarakat iada 
itiga imacam, iyaitu i: 
1. Meningkatkan cakupan masyarakat miskin dan tidak mampu yang 
mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas serta jaringannya dan di 
Rumah Sakit. 
2. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. 




Penyelenggaraan iJaminan iKesehatan iMasyarakat itidak ilepas idari iperan 
i nstansi ikesehatan idasar iyang iterkait iseperti iPuskesmas idan iPuskesmas 
ipembantu. iDalam imelaksanakan iprogam ikesehatan imasyarakat imiskin itersebut, 
iPuskesmas isebagai ipihak ipenyelenggara iprogam ibanyak imenghadapi ikendala 
ibaik i nternal imaupun ieksternal. iMasalah i nternal itersebut iterjadi ikarena i: 
1. Kurangnya antusiasme petugas kesehatan di Puskesmas dalam memberikan 
pelayanan pada keluarga miskin. Hal itu disebabkan jasa pelayanan yang 
lebih rendah dibanding jasa tarif peraturan daerah. 
2. Lemahnya penerapan standar pelayanan di puskesmas, sehingga biaya 
operasional menjadi lebih tinggi. 
3. Adanya administrasi yang kompleks sehingga penanganan dan penagihan 
finansial sering terlambat. 
Masalah ieksternal iPuskesmas imencakup ipersoalan ikeluarga imiskin i tu 
isendiri, iseperti iyang iterkait idenagn imasalah istandarisasi ikeluarka imiskin idan 
imenyangkut ipula ivaliditas ipendataanya. iAkibatnya, ikeluarga imiskin iyang 
idatang ike iPuskesmas itidak ihanya iterdaftar, itetapi ijuga imasyarakat iyang ibukan 
idari ikeluarga imiskin. iSelain i tu, iadanya ipetugas idi iluar iPuskesmas iyang iikut 
iterlibat imengurus ikeluarga imiskin iserta isistem ipelayanannya i yang ibelum 
isempurna imenyebabkan ikebijakan idisetiap idaerah iberbada-beda. iHasilnya, 
iprogam iJaminan iKesehatan iMasyarakat itidak imemuaskan ikhususnya ibagi 
ikalangan imasyarakat imiskin. i 
Masalah ilain iyang idihadapi iPuskesmas idalam imemlayani i kesehatan 




iterhadap iPuskesmas iyang imasih iterbatas. iAkses iterhadap ipelayanan ikesehatan 
ibisa idiartikan isebagai ikesempatan iatau icara iorang iseseorang iuntuk idapat 
imemperoleh ipelayanan ikesehatan. iSecara iumum iakses i ni iberkaitan idengan i3 
ihal: 
1. Ketersediaan pelayanan kesehatan yang terus menerus, sehingga jika 
masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan mereka dapat 
menggunakanya tanpa dibatasi waktu. 
2. Kemudahan dan kecepatan masyarakat dapat segera memperoleh 
pelayanan dari tenaga/fasilitas kesehatan, yang dalam hal ini berkaiatan 
denagn aspek geografis, jarak tempuh, kemudahan alat transportasi, 
tingkat kesulitan medan, atau lainnya. 
3. Biaya pelayanan kesehatan yang tidak memberatkan/terjangkau 
mesyarakat, khususnya bagi masyarakat miskin.44 
Selain iprogram iJaminan iKesehatan iMasyarakat ipemerintah idaerah ijuga 
i mengeluarkan iprogram iJaminan iKesehatan iDaerah. iProgam i ni iuntuk 
imemberikan ipelayanan ikesehatan ibagi imasyarakat imiskin idiluar ikuota iJaminan 
iKesehatan iMasyarakat iyang ibelum imemiliki ijaminan ikesehatan. 
Tujuan iprogam iJamkesda imeliputi i: 
1. Tujuan umum Jaminan Kesehatan Daerah adalah memberi perlindungan 
kepada peserta dalam bentuk pemeliharaan kesehatan paripurna dengan 
sistem jaminan kesehatan yang tak terkendali, baik mutu maupun biaya. 
2. Tujuan khusus Jaminan Kesehatan Daerah meliputi : 
                                                          




a) Tersedianya anggaran dari pemerintah Daerah sebagai dana praupaya 
pengganti premi untuk menjamin pelayanan kesehatan bagi peserta 
yang tidak tercakup dalam program Jaminan Pelayanan Kesehatan 
Pemerintah dan Jaminan kesehatan lainnya. 
b) Terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi peserta dengan sistem 
Jaminan dalam Program Jaminan Kesehatan Daerah.  
c) Terselenggaranya mekanisme koordinasi, pembimbingan, 
pembinaan serta pengawasan program Jamkesda. (Pasal 2 Peraturan 
Bupati Tegal nomor 32 tahun 2010). 
E. Kendala yang dihadapi dan Solusi yang dilakukan Puskesmas Dalam 
Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin 
Persoalan ibesar ibagi isemua idaerah iadalah imenurunkan iangka ikemiskinan. 
iJumlah ipenduduk imiskin idi iKabupaten iTegal isejak itahun i2016 imenunjukkan 
itren ipositif/menurun, itercatat ipada itahun i2016 isebanyak i10,10%, itahun i2019 
ikembali iturun ihingga iangka i7,64%. iBesarnya ipendapatan iyang iditerima irumah 
itangga idapat imenggambarkan ikesejahteraan isuatu imasyarakat. iNamun idata 
ipendapatan iyang iakurat isulit idiperoleh, isehingga idilakukan ipendekatan imelalui 
idata ipengeluaran irumah itangga. iPengeluaran irumah itangga iyang iterdiri idari 
ipengeluaran imakanan idan ibukan imakanan idapat imenggambarkan ibagaimana 
ipenduduk imengalokasikan ikebutuhan irumah itangganya. iWalaupun iharga iantar 
idaerah iberbeda, inamun inilai ipengeluaran irumah itangga imasih idapat 
imenunjukkan iperbedaan itingkat ikesejahteraan ipenduduk iantar ikecamatan 




imenggunakan ikonsep imemenuhi ikebutuhan idasar i(basic ineed iapproach). 
iKemiskinan ididefinisikan isebagai ikondisi idimana iseseorang iatau isekelompok 
iorang itidak imampu imemenuhi ihak ihak idasarnya iuntuk imempertahankan idan 
imengembangkan ikehidupan iyang ibermartabat. iDistribusi ipendapatan 
imerupakan isalah isatu iaspek ikemiskinan iyang iperlu idilihat ikarena ipada idasarnya 
imerupakan iukuran ikemiskinan irelatif. iKarena idata ipendapatan isulit idiperoleh, 
ipengukuran idistribusi ipendapatan iselama i ni ididekati idengan imenggunakan idata 
ipengeluaran. iKemiskinan idipahami isebagai iketidakmampuan iekonomi 
ipenduduk iuntuk imemenuhi ikebutuhan idasar imakanan imaupun inon imakanan 
iyang idiukur idari ipengeluaran. iPengukuran ikemiskinan idilakukan idengan icara 
imenetapkan inilai istandar ikebutuhan iminimum, ibaik iuntuk imakanan imaupun 
iuntuk inon imakanan iyang iharus idipenuhi iseseorang iuntuk ihidup isecara ilayak. 
iNilai istandar ikebutuhan iminimum itersebut idigunakan isebagai igaris ipembatas 
iuntuk imemisahkan iantara ipenduduk imiskin idan itidak imiskin. iGaris ipembatas 
itersebut iyang isering idisebut idengan igaris ikemiskinan. iKategori ipenduduk 
imiskin iadalah ipenduduk idengan itingkat ipengeluaran iper ikapita iper ibulan ikurang 
idari igaris ikemiskinan. iMasalah ikemiskinan ibukan ihanya isekedar ijumlah idan 
ipersentase i7 iProfil iKesehatan iKabupaten iTegal iTahun i2019 ipenduduk imiskin 
isaja, iada idimensi ilain iyang iperlu idiperhatikan iyaitu itingkat ikedalaman idan 
ikeparahan ikemiskinan. iIndeks iKedalaman iKemiskinan, imerupakan iukuran irata-
rata ikesenjangan ipengeluaran imasing-masing ipenduduk imiskin iterhadap igaris 
ikemiskinan. iSemakin itinggi inilai i ndeks, isemakin ijauh irata-rata ipengeluaran 




igambaran imengenai ipenyebaran ipengeluaran idiantara ipenduduk imiskin. 
iSemakin itinggi inilai i ndeks, isemakin itinggi iketimpangan ipengeluaran idiantara 
ipenduduk imiskin i 
Kendala iyang idihadapi iPuskesmas idalam ipelayanan ikesehatan iterhadap 
ikeluarga imiskin idi iwilayah iBalapulang iKabupaten iTegal iyaitu ikarena ikeluarga 
imiskin ibanyak iyang itidak imendapatkan iJamkesmas idan iJamkesda isehingga 
idalam ipelayanan ikeluarga imiskin iPuskesmas isering imengalami ikesulitan. 
iPetugas iPuskesmas i mengalami i kesulitan i pada i penanganan i persyaratan 
i rujukan i bagi i KK imiskin iyang itidak imemiliki iJamkesmas idan iJamkesda. iDalam 
imembuat ipersyaratan irujukan, ipetugas iPuskesmas iharus imenjalankan i prosedur 
i yang iberlaku idari iDinas iKesehatan isetempat. iProsedur iyang irumit idiberlakukan 
idi iPuskesmas itersebut isering ikali idisalah iartikan ioleh ipasien idari ikeluarga imiskin 
idengan imengatakan ipihak iPuskesmaslah iyang imembuat ipersyaratan iterbelit-
belit iseperti iyang idikeluhkan iIbu iKastiyah i: i“Kalau ingurus imembuat irujukan 
isurat iaminan ikelamaan imas... iharus ikesana-kemari ike ikantor iDinas ikesehatan” 
i(wawancara idengan i bu ikastiyah i35 itahun, i12 i Juni i2021 iPukul i10.15). i 
Keluarga imiskin isering imengeluhkan iproses ipenanganan irujukan iyang 
iterbelit-belit idan ipada iumumuya imereka imengira ibahwa ipihak iPuskesmas iyang 
imempersulit iproses irujukan itersebut, ipadahal ipihak iPuskesmas i hanya 
imenjalankan iprosedur idari iDinas iKesehatan iyang imemberlakukan ipelayanan 
irujukan idari ikeluarga imiskin iharus idengan iJamkesmas idan iJamkesda.Selain i tu, 
ikendala ilain iyaitu ikondisi ikesehatan ikeluarga imiskin idi iwilayah iKecamatan 




ihidup idan ilingkungan isekitar itempat itinggal ikeluarga imiskin. iPola ihidup iyang 
itidak iteratur idan ikurang isadar iakan ikesehatan iserta ikondisi ilingkungan ifisik 
ikeluarga imiskin iyang iterkesan ikumuh idan imenjadikan ikondisi ikeluarga imiskin 
irentang iterhadap ipenyakit. iSesuai idengan ipendapat i Notoatmodjo i (2003:12) 
ibahwa i“tingkat ikesehatan imasyarakat idipengaruhi ioleh iempat ifaktor iyaitu 
ilingkungan, iperilaku, iketurunan, idan iprogram ikesehatan iyang ibersifat ipromotif, 
ipreventif, ikuratif, idan irehabilitative”. iFaktor i yang ipaling ibesar ipengaruhnya 
iadalah ilingkungan idan iperilaku imenyangkut ipengetahuan idan isikap itentang 
ikesehatan iserta itindakannya iyang iberhubungan idengan ipencegahan, 
ipenyembuhan, idan ipemulihan ikesehatan. 
F. Solusi yang dilakukan Puskesmas Dalam Pelayanan Kesehatan Keluarga 
Miskin 
Progam ipembangunan ikesehatan idi iwilayah iKabupaten iTegal isangat 
iditekankan ioleh ipemerintah idesa isetempat idengan itujuan imeningkatkan iderajat 
ikesehatan imasyarakat imiskin idi iwilayahnya iyang icenderung imasih irendah. 
iMelalui ikerjasama idengan ipetugas iPuskesmas idi iwilayah iKecamatan 
iBalapulang, ipemerintah iwilayah iKecamatan iBalapulang imenyelenggarakan 
iprogam ipembangunan ikesehatan imasyarakat iyang iditekankan ipada ikegiatan 
iupaya ikesehatan iuntuk imasyarakat ikurang imampu. iKegiatan iyang itelah iberhasil 
idikembangkan iyaitu iterbentuknya ilembaga ikesehatan iseperti iforum ikesehatan 
idesa, ikader ibudaya ikesehatan imasyarakat, ikader iposyandu, ikader idesa 
iwisma,ambulan idesa, ikelompok ipelestari iASI i(KP-ASI), iserta iPOKJA igerakan 




isekali. iAgar idalam ipenyelenggaraan iprogam iupaya ikesehatan iuntuk imasyarakat 
imiskin iberjalan idengan ibaik, imaka ipemerintah iwilayah ikecamatan iBalapulang 
imelalui ikader-kader ikesehatan idengan irutin imelakukan ipengamatan idan 
ipencatatan ikesehatan isetiap isatu ibulan isekali. iPengamatan idilakukan itidak ihanya 
ioleh ikader- ikader ikesehatan itetapi ipara itokoh imasyarakat, itokoh iagama iserta 
ilembaga ikesehatan i seperti i Puskesmas i dan i PKG i juga i turut i mengamati 
i kesehatan i keluarga imiskin. iLangkah-langkah iyang idilaksanakan imeliputi 
ipencatatan idan ianalisa ikesehatan, imengumpulkan ifakta, idata idan i nformasi 
imasalah ikesehatan ikeluarga imiskin, ipenanggulangan ibencana idan ikegawat 
idaruratan, iserta imemahami igejala- igejala ipenyakit iyang ididerita ikeluarga 
imiskin. iCatatan iyang idikembangkan iuntuk ipemantauan idan ipengamatan 
itersebut imeliputi ikatu irumah itangga iPHBS i ( iPerilaku iHidup iBersih iSehat), iSIP 
i(Sistem iInformasi iPosyandu), icatatan ikondiis irumah itanggga, icatatan ikeluarga 
imiskin, idan icatatan i bu ihamil. iPelaksanaan iprogram itersebut idibantu ioleh ikader-
kader ikesehatan idi iwilayah i Kecamatan iBalapulang iyang iterdiri idari ikader 
iPosyandu, ikader ibudaya isehat imasyarakat iserta ikader idesa iwisma. i 
Selain ikader ikesehatan, ipemerintah iwilayah iKecamatan iBalapulang ijuga 
imembentuk iforum ikesehatan iyang idiketuai ioleh itokoh imasyarakat isetempat. 
iForum iKesehatan iDesa iatau iFKD idibentuk isebagai iwadah iuntuk imenampung 
isemua iaspirasi idari ipara ikader ikesehatan iatau imasyarakat isetempat iterhadap 
imasalah ikesehatan iyang isedang idihadapi ikeluarga imiskin idengan itujuan isupaya 




Dengan imembentuk iforum ikesehatan idesa iyang idiisi ikader-kader 
ikesehatan, iPemerintah iwilayah iKecamatan iBalapulang itelah imembentuk 
ipenghubung iantara ikeluarga imiskin idengan ilembaga-lembaga ikesehatan iyang 
iterkait iseperti iPuskesmas. iHal itersebut ibertujuan isupaya iprogram ikesehatan 
iyang idiselenggarakan iuntuk ikeluarga imiskin idapat itercapai idengan ibaik idan 
iharapan ikeluarga imiskin iuntuk idapat imenikmati ilayanan ikesehatan idan 
iterpenuhinya ikebutuhan ikesehatan iyang ilebih ibaik idapat iterwujud. i 
Berdasarkan idari ihasil ipenelitian idapat idiketahui ibahwa ikeluarga imiskin 
imasih ibanyak iyang ibelum imendapatkan ikartu iJamkesmas idan iJamkesda 
isehingga idalam ipelayanan ikeluarga imiskin iPuskesmas isering imengalami 
ikesulitan. iPetugas iPuskesmas imengalami ikesulitan ipada ipenanganan ipersyaratan 
irujukan ibagi iKK imiskin iyang ibelum imemiliki iJamkesmas idan iJamkesda. iDalam 
imembuat ipersyaratan irujukan, ipetugas iPuskesmas iharus imenjalankan i prosedur 
i yang iberlaku idari iDinas iKesehatan isetempat. iProsedur iyang irumit idiberlakukan 
idi iPuskesmas itersebut isering ikali idisalah iartikan ioleh ipasien idari ikeluarga imiskin. 
iTerbentuknya iforum ikesehatan idesa iyang idiisi ikader-kader ikesehatan, 
iPemerintah iwilayah iKecamatan iBalapulang itelah imembentuk ipenghubung 
iantara ikeluarga imiskin idengan ilembaga-lembaga ikesehatan iyang iterkait iseperti 
iPuskesmas. iHal itersebut ibertujuan isupaya iprogram ikesehatan iyang 
idiselenggarakan iuntuk ikeluarga imiskin idapat itercapai idengan ibaik idan iharapan 
ikeluarga imiskin iuntuk idapat imenikmati ilayanan ikesehatan idan iterpenuhinya 






Berdasarkan ihasil ipenelitian itentang iPuskesmas iDalam iPelayanan iKeluarga 
iMiskin idiperoleh isimpulan isebagai iberikut i: 
1. Pelaksanaan iperaturan iBupati iNomor i67 iTahun i2020 itentang iJenis idan iTarif 
iPelayanan iPuskesmas ibagi iMasyarakat iMiskin idi iKabupaten iTegal iPeran 
iPuskemas iBalapulang idalam iPelayanan iKeluarga iMiskin idengan ipenerapan 
iStandar iPelayanan iMinimal idilihat idari iPembangunan iKesehatan iada iyang 
ibelum isesuai idengan iAsas-asas iPembangunan iKesehatan. iHal i tu idikarenakan 
imasih ibelum ioptimalnya ipelayanan iyang idiberikan ikepada imasyakat idengan 
ipetugas ikesehatan iyang i masih ikurang. iAtas idasar ihal itersebut iPeran 
iPuskesmas i Balapulang i dalam iPelayanan ikeluarga imiskin ikurang imaksimal. 
2. Kendala iyang idihadapi iUPT iPuskesmas iBalapulang idalam ipelayanan ikeluarga 
imiskin iyaitu iPetugas iPuskesmas imengalami ikesulitan ipada ipenanganan 
ipersyaratan irujukan ibagi iKK imiskin iyang itidak imemiliki iJamkesmas idan 
iJamkesda. iKarena idalam imembuat ipersyaratan irujukan, ipetugas iPuskesmas 
iharus imenjalankan iprosedur iyang iberlaku idari iDinas iKesehatan isetempat. 
iSelain i tu ikendala ilain iyang idihadapi iyaitu ikondisi ikesehatan ikeluarga imiskin idi 
iwilayah ikecamatan iBalapulang imasih icenderung irendah, iserta ipola ihidup iyang 
itidak iteratur idan ikurang isadar iakan ikesehatan, iserta ikondisi ilingkungan ifisik 
ikeluarga imiskin iyang iterkesan ikumuh idan imenjadikan ikondisi ikeluarga imiskin 




iPelayanan iKesehatan iKeluarga iMiskin iagar iberjalan idengan ibaik imaka 
iPemerintah iwilayah i Kecamatan i Balapulang i melalui i kader-kader i kesehatan 
i dengan i rutin iMelakukan ipengamatan idan ipencacatan ikesehatan isetiap isatu 
ibulan isekali. iSelain i tu ikader ikesehatan iPemerintah iwilayah iKecamatan 
iBalapulang imembentuk iforum ikesehatan idesa i(FKD) iyang idiketuai ioleh itokoh 
imasyarakat isetempat. iHal itersebut ibertujuan isupaya iprogram ikesehatan iyang 
idiselenggarakan iuntuk ikeluarga imiskin idapat itercapai idengan ibaik idan iharapan 
ikeluarga imiskin iuntuk idapat imenikmati ilayanan ikesehatan idan iterpenuhinya 
ikebutuhan ikesehatan iyang ilebih ibaik idapat iterwujud. 
B. Saran 
Saran iyang idiberikan idalam ipenelitian i ni iyaitu isebagai iberikut i : 
1. Bagi iUPT iPuskesmas iKabupaten iTegal, iagar idapat imeningkat ijenis ipelayanan 
iterhadap ikeluarga imiskin idan imeningkatkan imutu ipelayanan. iSehingga 
ikedepannya ipelayanan iterhadap ikeluarga imiskin imencapai ikepuasan. 
2. Bagi ikelurga imiskin, iuntuk idapat ilebih imeningkatkan ikesehatan imaka iharus 
imembiasakan iberpola ihidup isehat iserta isenantiasa imenjaga ikesehatan 
i lingkungan i seperti i kebersihan i sanitasi, i rumah, i dan i lebih ilagi iuntuk 
imemanfaatkan ikesehatan idi iPuskesmas, ikarena iPuskesmas ijuga itelah 
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